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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)
PADA PBPH PT PERMATA HIJAU KHATULISTIWA
UNTUK KEGIATAN RESERTIFIKASI

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

a. NamalLPVI : PT Trustindo Prima Karya
b.  Alamat Kantor . Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa
No. 80 Samarinda.75121

c. Email . trustindoprimakarya@gmail.com

d. Website : www.trustindo.net

e.  Nomor Akreditasi KAN : LPVI-017-IDN
sebagai LPVI Masa berlaku 27 September 2025 s.d 26 September 2030

f.  Penetapan sebagai LPVI . SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri
Pelaksana Penilaian Kehutanan No. 5855 TAHUN 2025 Tanggal 8 September 2025
Kinerja PHL dan VLHH

g.  Tim Audit a) Ir. Suhardi, (Auditor PHL Prasyarat / Ketua Tim Audit)

(=

)

) Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut. (Auditor PHL Produksi)

) Bayu Satria Pramana, S.Hut. (Auditor PHL Ekologi)
) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHL Sosial)

e) Muhammad Ngizudin, S.Hut. (Auditor VLHH Kayu)

h.  Pengambil Keputusan . IrKurnia, IPU

o O

2. IDENTITAS AUDITI

Nama Auditi . PT Permata Hijau Khatulistiwa (PT PHK)

b.  Alamat Kantor :JI. Syarifuddin Yoes No. 68A-68B. Kelurahan Sepinggan Baru,
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan — Provinsi
Kalimantan Timur

c. Email -

d.  Nomor SK PBPH : Nomor : SK.631/Menhut-11/2010 tanggal 11 November 2010 Jo No.
1/1/IUPHHK-PB/PMDH/2016 tanggal 21 Juni 2016 Jo No.
562/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021

e. LuasdanLlokasiAreal : +26.345 Hektar di Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur

PBPH
. Nomor S-PHL . 041.SPHPL.019-IDN berlaku sampai dengan 29 Maret 2026
g. MR auditi untuk . Nama : Gordon Israel Sijabat

kegiatan audit Jabatan : Manajer Wood Supply
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3.

PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN
No. | Tahapan Kegiatan Audit Pelz\ll(as';t:aan Ringkasan Hasil Kegiatan
1. | Pertemuan koordinasi 09 Maret Dilakukan secara online menggunakan
dengan :Direktorat PUPH | 2026 aplikasi Zoom Meeting.
sebelum penilaian Terdapat informasi tentang auditi untuk
lapangan dikonfirmasi ke UM dan di lapangannya.
Sekaligus menjadi refreshment SE Dirjen
PHL No 2 Tahun 2026 kepada Tim Audit
Resertifikasi PT PHK dan Pengambil
Keputusan.
2. | Pertemuan koordinasi 10 Maret Dilakukan secara offine di kantor instansi
dengan :instansi 2026 masing-masing, yaitu dengan
kehutanan di daerah a) BPHL Wil. XIll Samarinda; dan
sebelum penilaian b) Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan
lapangan Timur
c) Hasil pelaksanaan koordinasi
didokumentasikan menggunakan form
F1-02.5a Rev.1
3. | Rapat konsultasi publik 11 Maret Dilaksanakan secara offline di Balai
2026 Pertemuan Kecamatan Batu Ampar Kab.
Kutai Timur dengan :
a) Camat Kec. Batu Ampar
b) Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat
Desa Telaga, Desa Himba Lestari, Desa
Mawai Indah dan Desa Beno Harapan.
4. | Pelaksanaan penilaian 11-16 Dilaksakan di kantor lapangan dan areal
lapangan Maret 2026 PBPH auditi.

Kegiatan dimulai dengan melaksanakan
pertemuan pembukaan, untuk
menyampaikan rencana teknis pelaksanaan
audit dan tata tertibnya, dan diakhiri dengan
pertemuan penutupan, untuk menyampaikan
hasil audit dan kesimpulannya.

Pelaksanaan pertemuan pembukaan

dibuatkan BAP menggunakan form F1-02.7

Rev.1, dan untuk pertemuan penutupan form

F1-02.9 Rev.1

Pelaksanaan audit meliputi :

a) Penilaian kinerja PHL oleh auditor
prasyarat (Suhardi), produksi (Rafael
Satria), ekologi (Bayu Satria P) dan
sosial (Wasis Kuncoro) menggunakan
Standar :
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No. | Tahapan Kegiatan Audit

Waktu

Pelaksanaan Ringkasan Hasil Kegiatan

1) Penilaian Kinerja PHL sesuai
Lampiran 1.1 SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 2022; dan

2) Lampiran Surat Edaran Dirjen PHL
No, 2 Tahun 2026 tanggal 28
Februari 2026.

b) Verifikasi legalitas hasil hutan
menggunakan Standar VLHH Kayu
sesuai Lampiran 2.1 SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 2022 oleh
auditor VLHH Hulu (M. Ngizudin)

» Hasil audit dari masing-masing auditor,
dicatat menggunakan checklist sesusi form

F1-02.8 Rev.1
5. | Presentasi hasil Penilain | 17 Maret e Dilakukan secara online (daring)

Kinerja PHL sementara | 2026 mempertimbangkan BPHL XIIl sedang
kepada BPHL Wil. XIlI WFA, dan dihadiri oleh untdangan yang
Samarinda. meliputi Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Timur.

e Laporan sementara telah diserahkan
kepada Bp. Antoncy Leo melalui WA
HASIL AUDIT :

4.1 HASIL PENILAIAN KINERJA PHL :

A. | Aspek PRASYARAT
1. | Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi
a. | Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata
Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja
TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB).
Bobot 1
NILAI BAIK
Uraian Singkat PT PHK memiliki dokumen legal SK PBPH untuk pemanfaatan hutan
Justifikasi tanaman dan dokumen administrasi tata batas sesuai tingkat realisasinya

sesuai keputusan Menteri yang menangani masalah kehutanan sebagai
berikut :

1) No. SK.631/Menhut-11/2010 tanggal 11 November 2010 a.n. PT Buana
Inti Energi Seluas + 26.345; Jo.

2) No. 1/1/IUPHHK-PB/PMDH/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang
perubahan nama perusahaan menjadi PT Permata Hijau Khatulistiwa; Jo
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3) No. 562/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021
tentang perubahan nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan
tanaman dengan areal kerja seluas 26.345 Hektar di Provinsi Kalimantan
Timur.

Terhitung saat ini (2026), umur izin usaha (PBPH) = 16 tahun. SK PBPH

berlaku untuk 60 tahun sampai dengan tanggal 10 November 2070.

Pemancangan pal batas areal kerja PBPH sampai dengan saat ini (2026)

mencapai 110.256,46 m (100%) dari total rencana tata batas areal PBPH

sepanjang 111.571 m dan ketersediaan dokumen tata batas lengkap sesuai
dengan tingkat realisasinya sebagai berikut :

1) Rencana TBT No. 277/PB/IUPHHK-HT/2011 Tanggal 28 Desember 2011

sepanjang 111.679 meter.

2) Instruksi Kerja No INS.37/BPKH.IV/PKH/PLA.2.0/07/2017 tanggal 01

Agustus 2017 panjang 111.571 meter.

3) Berita Acara Pemancangan Batas tanggal 21 September 2017 sebagai

berikut :
Rencana
Trayek Batas | Panjang Batas BAP TBT
(m)
C-D 17.625/ 17,625 | 21/09/2017, Panjang
16.969,05 m
C-C 4.607/4,574 | 21/09/2017, Panjang 4.547,77
m
C-B 6.612/ 6,569 | 21/09/2017, Panjang 6.568,38
m
D-E-F 29.471/ 29,330 | 21/09/2017, Panjang
29.307,81 m
F-G 9.617/ 9,586 | 21/09/2017, Panjang 9.571,87
m
B-45-1 -SRJ/ | 17.516/ 17,504 | 21/09/2017, Panjang
2110 17.510,78 m
G-SRJ/ 2110 | 26.231/26.383 | 21/09/2017, Panjang
25.780,80 m
Total 111.679/ | 110.256,46 m
111.571

4) Peta Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT PHK (d/h PT
Buana Inti Energi) Skala 1 : 25.000 sebanyak 2 (dua) lembar.

5) Buku Laporan TBT No. 19/BPKH.IV/IUPHHK/ 2018 yang sudah disahkan
oleh PIt. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas

nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Ir.
Kustanta Budi Prihatno, M.Eng. NIP 19600411 198703 1 001.

b. | Verifier1.1.2 | : | Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya
Bobot D2
NILAI : | BAIK
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Uraian Singkat | : | Realisasi tata batas areal kerja PBPH PT PHK sampai dengan saat ini,
Justifikasi mencapai 100% (temu gelang) sepanjang 110.256,46 m dari total rencana

tata batas areal PBPH sepanjang 111.571 m sebagai berikut :

No RBe:;asneraatla Target | Realisasi .Keteranga.n .
PBPH (m) (m) (Tingkat Realisasi)
A. | Batas Sendiri
1. | Trayek F-G 9.586 | 9.571,87 | 100% sesuai Lap. TBT
2. | Trayek 17.504 | 17.510,78 | No.19/BPKH.IV/IUPHHK/
B=TNK/50- 2018
SRJ/2110
B. | Batas
Persekutuan
1. | Trayek C-DPT | 17.625| 16.969,05 | 100% sesuai Lap. TBT
Kiani Lestari No.19/BPKH.IV/IUPHHK/
2. | Trayek C-CPT | 4574 | 4574772018
Kiani Lestari
3 | Trayek D-E-F 29.330 | 29.307,81
PT Mahakam
Persada Sakti
4. | Trayek 26.383 | 25.780,80
G=HP/268 -
SRJ/2110
C. | Batas Kawasan
1. | Batas TN Kutai 6.569 | 6.568,38 | 100% sesuai Lap. TBT
No.19/BPKH.IV/IUPHHK/
2018
Total 111.571 | 110.256,46 | Temu Gelang

Sumber Laporan TBT No.19/BPKH.IV/IUPHHK/ 2018

Rencana dan realisasi kegiatan pemeliharaan batas sebagai berikut :

No | Pemeliharaan Batas (Trayek) R(:;(r::)na Re(:;l(l:;:m Kegiatan
A | Tahun 2023
1| P.224 - P231 5,00 0,7 | BAP tgl 10/08/2023

B | Tahun 2024
P.27 - P.107 - 11,7 | BAP tgl 13/09/2024

2 | P.52-P.69; P.1-P.159 - - 5,2 | BAP tgl 10/08/2024
P.172
P.64 - P.90 - 2,8 | BAP tgl 31/10/2024
P.107 -P.125 - 1,9 | BAP tgl 27/12/2024
Sub Jumlah - 21,6

C | Tahun 2025

1 | D-E/PHK/P.130 - D- - 2,6 | BAP tgl 07/05/2025
E/PHK/P.155

2 | I-E-F/PHK/P.6 — E-F/PHK/P.61 - 5,6 | BAP tgl 29/07/2025

Halaman 5 dari 70




I 4
¢/ VYKAN
W s F1-02.15 Rev.1
3 | D-E/PHK/P.60 - D-E/PHK/P.46 - 1,6 | BAP tgl 26/08/2025
Sub Jumlah - 9,8
Hasil observasi lapangan menunjukkan kesesuaian kegiatan pemeliharaan
batas dengan BAP Pemeliharaan dengan sampling pada trayek D-E No.
P.56, P.57, P.58 dan Trayek E-F No. P16, P.17, P.18, P.19 dan P.20
Verifier 1.1.3 Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari
Kementerian yang membidangi Kehutanan dalam areal PBPH/Hak
Pengelolaan
Bobot 2
NILAI BAIK
Uraian Singkat Fragmentasi areal terbangun tanpa izin seluas 1.137,6 Ha = 4,32% dari total
Justifikasi luas areal PBPH PT PHK = 26.345 Ha dengan rincian sebagai berikut :
. Luas .
No. Fragmentasi (Ha) Legalitas
1. | PPKH 119 v
2. | PPTK (TORA) - -
3. | Perhutanan Sosial (HKm, HD, Hutan - -
Adat, HTR)
4. | APL Desa Mawai Indah 238,2 \
5. | Sawit/ Perkebunan 63,9 X
6. | Konflik Tenurial/ Areal Lainnya 1.069 X
(Pertanian, Jalan, Kebun Masyarakat)
7. | Pemukiman Himba Lestari 4,7 X
Jumlah terbangun tanpa lzin 1.137,6
Jumlah terbangun dengan izin 357,2
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi
Bobot 2
NILAI BAIK
Uraian Singkat Areal kerja PT PHK seluas +26.345 Ha dan terdapat penguasaan oleh pihak
Justifikasi lain seluas 1.494,8 Ha terdiri dari areal konflik tenurial seluas 1.069 Ha;
pemukiman Desa Himba Lestari 4,7 Ha, tanaman kelapa sawit masyarakat
63,9 Ha, APL Desa Mawai Indah seluas 238,2 Ha, dan areal PPKH untuk
jaringan jalan angkutan tambang batubara PT KNC seluas 119 Ha, sehingga
total penguasaan lahan oleh PBPH PT PHK sebesar 26.345 Ha - 1.494,8 Ha
= 24.850,2 Ha atau sebesar 94,33% dari luasan areal kerja.
Nilai Kinerja 21/21x100% = 100,00% = BAIK
Indikator 1.1
Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi
Verifier 1.2.1 Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan
perusahaan yang sesuai dengan PHL
Bobot 1
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NILAI : | BAIK
Uraian Singkat | : | PT PHK telah menyusun dokumen visi dan misi perusahaan sesuai dengan
Justifikasi Pernyataan visi dan misi yang ditangatangani oleh Direktur PT PHK No.

SK/001/PHK/X1/2016 tanggal 7 November 2016 dengan pembaruannya No. :
05/DIR/PHK/1X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dan No. SK-
009/PHK/0109/2025 tanggal 01 September 2025. Visi dan misi dinilai
auditor telah mencakup prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, yaitu
kelestarian produksi seperti tercantum dalam Misi nomor 2, 3 dan 7;
kelestarian ekologi seperti tercantum pada Misi nomor 1, 3, dan 5;
kelestarian sosial seperti tercantum pada nomor 4, 5 dan 6.

Visi dan misi perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan, mitra kerja
dan masyarakat, dengan dokumentasi Berita Acara pada masing-masing

kegiatannya
b. | Verifier 1.2.2 .| Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan
Bobot D2
NILAI : | SEDANG
Uraian Singkat | : | Misi PT PHK berjumlah 7 (tujuh) misi sehingga pada masing-masingnya
Justifikasi bernilai 14-15%. Dengan membandingkan setiap implementasi pengelolaan

hutan lestari pada aspek produksi, ekologi dan sosial dengan visi dan misi
yang dicanangkan dinilai belum seluruhnya diimplementasikan di lapangan
di antaranya sebagai berikut:

1) Misi untuk mendukung Pemerintah untuk mencapai dan
mempertahankan status konservasi di wilayah operasi perusahaan telah
diimplementasikan dengan mengalokasikan kawasan lindung seluas
2.973,85 Ha atau sebesar 11,92% dari luas arealnya sesuai dengan SK
dokumen RKUPH dan penetapan dari Direksi No. 03/DIR/PHK/I1I/2022
tanggal 3 Maret 2022 dan pembaruannya No. 002/DIR/PHK/I11/2026
tanggal 06 Maret 2026. Di lapangan implementasi kegiatan penataan
kawsan lindung dan pengelolaanya masih belum sepenuhnya dilakukan
terindikasi dari masih adanya gangguan pada kawasan lindung
Implementasinya dinilai (0,8x14%=11,2%).

2) Misi untuk menjamin bahwa hanya kayu berstatus legal yang dikirimkan
dan masuk ke jalur produksi perusahaan, dan mendukung tindakan
Pemerintah dalam memerangi pembalakan liar telah diimplementasikan
dalam bentuk penerapan SVLK+ dengan sertifikasi PHL bernilai BAIK,
namun pada saat konsultasi publik terdapat informasi dari salah satu
Kepala Desa yang menyatakan bahwa masih terdapat kegiatan
pembalakan liar di kawasan lindung di areal PT PHK. Implementasinya
dinilai (0,8x14%=11,2%).

3) Misi untuk mengelola konsesi secara lestari dengan menerapkan konsep
mosaik hutan tanaman untuk menghasilkan kayu pulp dan untuk
memelihara atau meningkatkan keterwakilan ekosistem-ekosistem alam
dalam wilayah konsesi diimplementasikan dalam membangun hutan
tanaman dengan jenis eucalyptus dan acacia serta menetapkan
kawasan lindung yang tidak ditebang berupa sempadan sungai, areal
KPPN, areal KPSL serta Buffer Zone Taman Nasional Kutai dan
pelaksanaan studi penetapan areal bernilai konsertasi tinggi. Pengaturan
produksi penebangan dan penanaman disesuaikan dengan rencana
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jangka panjang RKUPH dan jangka pendek RKTPH, walaupun masih
terdapat carry over dalam perencanaan RKTPH-nya. Implementasinya
dinilai (0,8x14%=11,2%).

Misi untuk mempromosikan dan melindungi kesehatan, keselamatan dan
kesejahteraan karyawan, tenaga kerja kontraktor dan masyarakat sekitar
wilayah operasi perusahaan telah diimplementasikan dengan penerapan
Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan
memperoleh sertifikat SMK3, memiliki fasilitas kesehatan berupa Klinik/
Pos P3K dengan penyediaan obat-obatan, sarana prasarana kesehatan
dan paramedis termasuk dokter jaga dan memberikan penyuluhan terkait
kesehatan dan keselamatan kerja kepada karyawan, kontraktor dan
masyarakat serta membuka kesempatan kepada masyarakat apabila
ingin berobat dan memeriksakan kesehatannya. Implementasinya dinilai
(1x14%=14%).

Misi untuk meningkatkan kinerja lingkungan, sosial, dan keselamatan
dan kesehatan kerja secara berkelanjutan, untuk meraih sertifikasi
pengelolaan hutan lestari dengan skema PHL & IFCC, Sistem
Manajemen Lingkungan 1SO:14.0001 2015, Sistem manajemen K3
dengan skema SMK3 & 1S0O:45001 2018 telah diimplementasikan
dengan mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan lestari skema PHL
dan skema IFCC, Sertifikat SMK3, Sertifikat ISO 14.001 2015 serta ISO
45001 2018. Implementasinya dinilai (1x14%=14%).

Misi untuk menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan SDM
yang profesional dalam pengelolaan sumber daya hutan yang
berkelanjutan secara produksi, sosial dan ekologi telah
diimplementasikan dengan merencanakan dan merealisasikan
peningkatan kompetensi SDM baik melalui in-house training, maupun
eksternal training dan dalam grup usaha telah memiliki dan
memanfaatkan training center untuk karyawan. Implementasinya dinilai
(0,8x15%=12%).

Misi untuk melaksanakan penelitian yang inovatif dan kreatif untuk
pengembangan IPTEK di bidang Hutan Tanaman Industri dalam konteks
sistem Produksi yang berkelanjutan telah diimplementasikan
mengadopsi sistem operasional pembangunan HTI dalam grup usaha
dan mengimplementasikan hasil penelitian pada bidang pemuliaan
pohon baik di nursery maupun di lapangan. Penerapan teknologi untuk
inventarisasi, pemetaan dan perencanaan termasuk penggunaan drone
dan peralatan kebakaran hutan dan lahan. Implementasinya dinilai
(0,8x15%=12%)

Visi dan misi PT Permata Hijau Khatulistiwa telah diimplementasikan
sebagian dengan nilai sebesar 85,6%

Nilai Kinerja
Indikator 1.2

7/9x100% = 77,78% = SEDANG

3. | Indikator 1.3

Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional
bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai
dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan
lestari
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a. | Verifier 1.3.1 .| Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin
terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari
Bobot C |2
NILAI . | BAIK
Uraian Singkat | : | PT PHK telah memiliki Struktur Organisasi (SO) untuk pengelolaan hutan
Justifikasi lestari yang ditetapkan oleh Direktur dengan keputusan No.
057/DIR/PHK/I2020 tanggal 1 Januari 2020 dan terus berkembang seiring
dengan perkembangan perusahaan. Struktur Organisasi telah diperbarui
dengan keputusan No. 003/DIR/PHK/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 dan
terakhir dengan kuputusan No. 001/DIR/PHK/I11/2026 tanggal 01 Maret 2026
tentang Struktur Organisasi Perusahaan.
Struktur Organisasi PT PHK telah sesuai dengan kaidah pengelolaan hutan
lestari yang memisahkan antara perencana, pelaksana dan evaluasinya dan
membidangi pada aspek produksi, ekologi dan sosial. Terdapat lampiran
berupa bagan organisasi dan uraian tugas pada masing-masing jabatannya
b. | Verifier 1.3.2 .| Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan,

tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada
setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan

Bobot o2

NILAI : | SEDANG
Uraian Singkat | : | 1) PT PHK memiliki tenaga profesional kehutanan berupa Sarjana
Justifikasi Kehutanan sebagai berikut :

a) Total dimiliki saat ini 19 (sembilan belas) orang
b) Ditempatkan di lapangan/ basecamp 19 (sembilan belas) orang pada
jabatan (Planning, CS, CAD, OHS, Harvesting, dan CI-LD)

2) PT PHK memiliki tenaga profesional kehutanan berupa tenaga
menengah kehutanan D3, D1 dan SMK Kehutanan sebagai berikut:

a) Total dimiliki saat ini 17 (tujuh belas) orang
b) Ditempatkan di lapangan/ basecamp pada jabatan (Plantation,
Harvesting, OHS, CS, Planning, dan CI-LD)

3) PT PHK merencanakan kebutuhan GANISPH dalam RKUPH
sebanyak13 orang terdiri dari GANISPH Kurpet 2 Orang, GANISPH
Canhut 2 Orang, GANISPH Binhut 2 Orang, GANISPH Nenhut 2 Orang
dan GANISPH PKB 5 Orang. Realisasi kepemilikan GANISPH sebagai

berikut :
No Kompetensi JUMLAH GANISPH
" | GANISPH RKUPH | Keperluan | Realisasi | Ket.
1. | Kurpet 2 1 1 -
2. | Canhut 2 2 1 -1
3. | Binhut 2 2 1 -1
4. | Nenhut 2 2 - -2
5. | PKB 5 6 6 -
6. | Jasling - 1 1 -
Karbon
Jumlah 13 13 10
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4) PT PHK memiliki GANISPH Nenhut namun sedang menjalani sanksi dari
BPHL Wilayah XIIl sehubungan dengan hasil penilaian kinerjanya dan
GANSIPH PT PHK telah memiliki pengangkatan penugasan dan
penempatan serta sertifikat kompetensi sesuai dengan data pada

SIGANISHUT.
c. | Verifier1.3.3 | : | Peningkatan kompetensi SDM
Bobot D2
NILAI . | BAIK
Uraian Singkat | : | PT PHK memiliki dokumen rencana pendidikan dan latihan karyawan setiap
Justifikasi tahunnya yang mencakup kegiatan training secara keseluruhan baik yang

bersifat teknis tenaga profesional kehutanan maupun non teknis dengan tata

waktu rencana pelaksanaannya. Rencana dan realisasi training tenaga

profesional kehutanan dan GANISPH PT PHK sebagai berikut :

1) Tahun 2021 PT PHK merencanakan peningkatan kompetensi tenaga
profesional kehutanan dan GANISPH serta pelatihan lainnya sebanyak
90 orang dari 17 judul pelatihan dan realisasinya sebesar 92 orang
(102%) dengan 17 judul pelatihan yang dilaksanakan.

2) Tahun 2022 PT PHK merencanakan peningkatan kompetensi tenaga
profesional kehutanan dan GANISPH serta pelatihan lainnya sebanyak
41 orang dari 17 judul pelatihan dan realisasinya sebesar 43 orang
(105%) dengan 17 judul pelatihan yang dilaksanakan.

3) Tahun 2023 PT PHK merencanakan peningkatan kompetensi tenaga
profesional kehutanan dan GANISPH sebanyak 280 orang dari 47 judul
pelatihan dan realisasinya sebesar 298 orang (106%) dengan 47 judul
pelatihan yang dilaksanakan.

4) Tahun 2024 PT PHK merencanakan peningkatan kompetensi tenaga
profesional kehutanan dan GANISPH sebanyak 326 orang dari 34 judul
pelatihan dan realisasinya sebesar 351 orang (108%) dengan 34 judul
pelatihan yang dilaksanakan.

5) Tahun 2025 PT PHK merencanakan peningkatan kompetensi tenaga
profesional kehutanan dan GANISPH sebanyak 273 orang dari 39 judul
pelatihan dan realisasinya sebesar 282 orang (103%) dengan 39 judul
pelatihan yang dilaksanakan

6) Tahun 2026 untuk Triwulan | (Jan-Maret), PT PHK merencanakan
peningkatan kompetensi tenaga profesional kehutanan dan GANISPH
sebanyak 43 orang dari 6 judul pelatihan dan realisasinya sebesar 52
orang (121%) dengan 6 judul pelatihan yang dilaksanakan.

Rata-rata realisasi peningkatan kompetensi karyawan PT PHK selama

periode audit 107,5%

d. | Verifier 1.3.4 .| Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang
kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan
tenaga lain)

Bobot co 1
NILAI . | BAIK
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Uraian Singkat | : | Tenaga profesional kehutanan seluruhnya merupakan tenaga tetap PBPH
Justifikasi PT PHK dan kelengkapan adminsitrasinya sebagai berikut :

No Jenis Dokumen Jumlah | Ketersediaan Dokumen
Ketenagakerjaan (org) | Tersedia | Keterangan
1. | Sarjana Kehutanan
a | ljazah 19 19 -
b | SK Pengangkatan/ 19 19 Surat
Kontrak Keterangan
2 | SMKdan D3
Kehutanan
a | ljazah 17 17 -
b | SK Pengangkatan/ 17 17 Surat
Kontrak Keterangan
3 | GANISPH
a | SK Pengangkatan/ 10 10 -
Kontrak
b | Sertifikat Pelatihan 10 10 Bimtek
c | Sertifikat Kompetensi 10 10 -
d | SK Penugasan 10 10 -
e | SK Penempatan 10 10 -
Nilai Kinerja 1| 19/21x100% = 90,48% = BAIK
Indikator 1.3
4. | Indikator1.4 | : | Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan

Pemantauan Periodik,Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian
Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/P emegang

PBPH Hutan Produksi
a. | Verifier 1.4.1 .| Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen

Bobot Co|2
NILAI . | BAIK
Uraian Singkat | : | PT PHK secara khusus memiliki sistem informasi manajemen berbasis
Justifikasi teknologi informasi yang digunakan untuk sistem pelaporan secara efektif

sebagai berikut :

No SIM Fungsi
1 | Plantation Sistem ini mendukung operasional dari pembukaan

Information lahan, penanaman, perawatan tanaman, hingga
Manajemen | survei tanah. Data dari hasil survei tanah akan

Sistem diinput untuk memberikan rekomendasi jenis
(PIMS) tanaman yang cocok ditanami sesuai dengan
karakteristik tanah tersebut.
2 | PMRS Sistem Informasi untuk pengajuan dan penyelesaian
klaim
3 | PRS Sistem Informasi tentang laporan elektronik

perencanaan internal
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4 | SMS Sistem Informasi hasil supervisi perencanaan
internal

5 | Portal HSE Sistem Informasi yang memberikan akses mudah
dan terpusat bagi seluruh karyawan terhadap
Standar Operasional Prosedur (SOP), dokumen
HSE, dan regulasi perusahaan lainnya yang terkait.

RFC Sistem Informasi untuk pengajuan kontrak

Accpac Sistem Informasi untuk mempermudah proses
pembayaran dan pelaporan accounting

Di samping itu secara umum, monitoring data dan informasi serta pengiriman
data laporan dan lainnya menggunakan aplikasi dan perangkat berbasis IT
seperti biasanya berupa email, what's app dan grup-grup komunikasi lainnya.
Secara operasional pada beberapa lokasi yang tidak terjangkau jaringan
seluler, komunikasi dilakukan menggunakan radio HT.

Terdapat peralatan elektronik sebagai barang inventaris penunjang
operasional di lapangan yang ditunjang dengan keberadaan jaringan internet
di lapangan yang baik.

b. | Verifier 1.4.2 .| Keberadaan SPl/internal auditor dan efektifitasnya
Bobot Co 1
NILAI : | SEDANG
Uraian Singkat | : | PT PHK memiliki organisasi SPI/ Internal Audit sejak tahun 2020 sebagai
Justifikasi berikut :

1) SK. No. 047/DIR/PHK/111/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang
Penunjukan Satuan Pengawas Internal (SPI) dengan personil Ketua
Jevri Fernando, anggota (Mudiady, Alimudin Masnur, Didi Supriadi dan
Mustian)

2) SK. No. 046/DIR/PHK/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dengan personil
terdiri dari Jaka S sebagai ketua dengan anggota Erwin A, Alian N,
Andys R dan Winda Z; serta di level Estate atas nama Roni Rijali
sebagai ketua dengan anggota Agmi, Melani, Jhon Samosir dan
Wilhelmus Suli.

3) Pada tahun 2023 kegiatan SPI PT PHK ditangani langsung oleh
manajemen grup usaha PT Borneo Hijau Lestari (BHL) sesuai SK Direksi
PT BHL No. 02/BHL/IX/2023 tanggal 01 September 2023 dan No.
02/BHL/I/2024 tanggal 01 Januari 2024 yang menangani lingkup grup
usaha termasuk PT PHK dengan personil SPI atas nama Chairil Asmuni
selaku SPI Head dibantu oleh Staff (Wahid; Chandra Subowo; Ahmad
Sidig; Abidzar dan Sutamto).

4) Pada tahun 2025 Personil SPI diperbarui sesuai keputusan Direksi No.
SK-008/PHK/0109/2025 tanggal 1 September 2025 atas nama Abdul
Wahid, Chairil Asmuni, Riky Aprianto dan Ahmad Sidiq

Hasil temuan SPI sebagai berikut :

1) Tahun 2021 terdapat laporan Berita Acara Stock Opname No. 005/BA-
SO/PHK/1220 tanggal 23 Januari 2021.

2) Tahun 2022 terdapat laporan hasil monitoring dan evaluasi dari SPI
kegiatan Internal Audit hasil stock opname 31 Oktober 2022 untuk
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seluruh Estate pada perusahaan Borneo Hijau Lestari. Pada Sumary
tersebut PT Permata Hijau Lestari tidak ada temuan.

3) Tahun 2023 terdapat laporan hasil monitoring dan evaluasi dari SPI
kepada PT Permata Hijau Khatulistiwa No. 005-SMK3-AUDIT-VII-2023
tanggal 12 Juli 2023 dengan lingkup audit SMK3 PP-50 di PT Permata
Hijau Khatulistiwa meliputi : Area Kantor; Fasilitas Gudang B3 dan LB3;
Fasilitas Klinik dan P3K; Fasilitas Produksi; Fasilitas Tanggap Darurat;
Instalasi Genset; Kelengkapan Dokumen Office

4) Tahun 2024 terdapat laporan hasil monitoring dan evaluasi dari SPI
kepada PT Permata Hijau Khatulistiwa No. 006-IMS-AUDIT-VI-2024
tanggal 06 Juni 2024 dengan lingkup audit internal IMS ISO 14001;2015
- 1S0 45001:2018 dan SMK3 di PT Permata Hijau Khatulistiwa meliputi :
Area Kantor; Fasilitas Gudang B3 dan LB3; Fasilitas Klinik dan P3K;
Fasilitas Produksi; Fasilitas Tanggap Darurat; Instalasi Genset;
Kelengkapan Dokumen Office

5) Pada tahun 2025 tidak terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi SPI

Cakupan aspek yang dilakukan monitoring dan evaluasi dinilai hanya pada kegiatan
operasional tertentu saja masih belum menjangkau pada seluruh tahapan kegiatan seperti
klaim lahan dan konflik, tindak lanjut penataan batas, kegiatan nursery, pencapaian target
penanaman dan produksi kayu, kegiatan pengelolaan lingkungan, infrastruktur, RND dan
kegiatan operasional lainnya. Dengan demikian kegiatan SPI PT PHK dinilai belum berjalan
dengan efekiif melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mengontrol jalannya
kegiatan organisasi sesuai dengan standar dan kebijakan yang diterapkan.

Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring
dan evaluasi.

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Singkat Pada tahun 2021 dan 2022 hasil monitoring dan evaluasi SPI hanya pada

Justifikasi bagian store berupa monitoring stok opname barang persediaan dan tidak
terdapat temuan yang signifikan untuk ditindaklanjuti perbaikannya.
Tindaklanjut temuan SPI pada tahun 2023 dan 2024 telah dilakukan namun
masih terdapat temuan sejenis pada tahun berikutnya sedangkan untuk
tahun 2025 tidak terdapat monitoring dan evaluasi SPI.

Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian
LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya

Bobot 2

NILAI BAIK

Uraian Singkat PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menunjuk personel sebagai operator

Justifikasi atau tenaga pelaksana sistem informasi milik Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan (Kementerian Kehutanan) meliputi :

No | Nama Sistem Tenaga Pelaksana SK Direksi
Informasi
1| SIPASHUT | Esau Palipus SK-16/PHK/0109/2022 tgl 1/09/2022
Ade Rahmatul Fitrah SK-13/PHK/0101/2024 tgl 01/01/2024
SK-04/PHK/0101/2026 tgl 01/01/2026
2 | SIPUHHdan | Surya Maulia Andika SK.18/PHK/2610/2022 tg] 26/10/2022
SIPNBP Ibnu Sopian SK.04/PHK/1501/2025 tgl 15/01/2025
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3 SIPUHH Deddy Hariyadi Saputra SK.05/PHK/0101/2026 tgl 01/01/2026
4 SIPNBP Muhammad Fadhil Akbar | SK.06/PHK/0101/2026 tgl 01/01/2026
5 SIGANISHUT | Muhammad Fadhil Akbar | SK-02/PHK/2401/2024 tgl 24/01/2024
6 SIMPEL Agmi Bagus Kartiko 023/DIR/PHK/X/2023 tgl 23/10/2023.
SK.07/PHK/0101/2026 tgl 01/01/2026
7 SIPONGI Badi Anjani 022/DIR/PHK/X/2023 tgl 23/10/2023
Rudi Santoso SK.08/PHK/0101/2026 tgl 01/01/2026
Yefta Zega SK.08/PHK/0101/2026 tgl 01/01/2026

Berdasarkan hasil pengecekan pada implementasi kepatuhan pelaporan SIM
yang dilakukan oleh PT PHK menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan pada
SIM Kementarian LHK diverifikasi telah patuh dilaporkan walaupun pengisian
laporannya masih perlu dilengkapi sesuai data terkini.

Nilai Kinerja
Indikator 1.4

18/21x100% = 85,71% = BAIK

5. | Indikator 1.5

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

a. | Verifier 1.5.1

Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman,
keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Singkat Selama periode audit, PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menyusun
Justifikasi dan menetapkan RKT, masing-masing untuk tahun 2021, 2022, 2023; 2024,

2025 dan 2026.

Desa Binaan PT PHK :

1) Desa Himba Lestari Kec. Batu Ampar Kab. Kutai Timur
2) Desa Mawai Indah Kec. Batu Ampar Kab Kutai Timur
3) Desa Telaga Kec. Batu Ampar Kab. Kutai Timur

4) Desa Batu Balai Kec. Muara Bengkal Kab. Kutai Timur

Kegiatan RKTPH mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat
telah diberikan pemahaman kepada masyarakat terdampak melalui kegiatan
sosialisasi pelaksanaan RKTPH yang dilaksanakan secara terpadu dengan
materi rencana operasional RKT dan lainnya sesuai dengan dokumen Berita
Acara yang tersedia.

Hasil verifikasi dokumen Berita Acara Kegiatan Sosialisasi RKTPH yang
akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat diketahui
bahwa RKTPH telah disosialisasikan dan diberikan pemahaman kepada
sebagian masyarakat desa terdampak, namun dalam pelaksanaannya belum
dilakukan menyeluruh kepada seluruh desa binaan terdampak setiap
tahunnya dan sebagian pelaksanaannya tidak dilakukan di awal kegiatan
RKT. Informasi dari hasil konsultasi publik mendapati bahwa masyarakat dan
tokoh masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam kegiatan
sosialisasinya.

b. | Verifier 1.5.2

Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.

Bobot

1

NILAI

SEDANG
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Uraian Singkat
Justifikasi

Terdapat peta lampiran pada dokumen RKTPH yang diterbitkan skala
1:50.000 yang di dalamnya memuat penandaan areal yang tidak boleh
ditebang dan menjadi kawasan lindung berupa sempadan sungai dan
Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) serta Kawasan Pelestarian
Plasma Nutfah (KPPN) yang ada di lapangan telah ditandai dan diidentifikasi
sesuai dengan lokasinya.

Penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung
masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan tetapi belum
menyeluruh kepada desa binaan terdampak pada setiap RKTPH dan setiap
tahunnya. Informasi dari konsultasi publik menyatakan bahwa tidak seluruh
desa binaan telah mendapatkan informasi yang memadai tentang
pelaksanaan penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan

Nilai Kinerja
Indikator 1.5

6/9x100% = 66,67% = SEDANG

| B. | Aspek PRODUKSI

Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh
pejabat yang berwenang.

Bobot 1

NILAI BAIK

Uraian Selama periode audit, PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki dokumen

Singkat rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 2012 - 2021,

Justifikasi Revisi RKUPHHK-HTI Tahun 2012 — 2021, RKUPH PBPH Tahun 2022 — 2031
dan Perubahan RKUPH PBPH Tahun 2022 — 2031, dokumen rencana jangka
panjang telah dilengkapi dengan Buku, Lampiran Peta dan SK Pengesahannya
/ disetujui oleh pejabat yang berwenang termasuk revisinya secara lengkap.

Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana
jangka panjang.

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja di lapangan (blok RKT)

Singkat dengan dokumen rencana jangka panjang pada setiap jenis usaha

Justifikasi pemanfaatan hutan yang dikembangkan selama periode audit > 50 % s.d 90 %
sesuai dengan dokumen Rencana jangka panjang.

Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling
5%).

Bobot 1

NILAI BAIK

Uraian Berdasarkan hasil observasi di lapangan dengan intensitas sampling 5%

Singkat meliputi Blok RKT 2025, total sampling 14 compartment (5% dari total 258

Justifikasi compartment) dan Blok RKT 2026, total sampling 9 compartment (5% dari total
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179 compartment) diperoleh hasil : tanda batas Blok dan Compartment
seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan
Verifier 2.1.4 Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) / Dokumen Perencanaan Proyek
(DPP) Perubahan Iklim bagi pelaku usaha yang telah merencanakan kegiatan
usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon
melalui skema perdagangan karbon di dalam RKUPH/RPKH melaksanakan
jenis kegiatan usaha jasling penyerapan dan penyimpanan karbon (Not
Applicable bagi yang tidak melaksanakan)
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian Telah memiliki dokumen RKUPH Multiusaha Kehutanan dan telah menyusun
Singkat dokumen yang memuat rencana aksi mitigasi perubahan iklim namun belum
Justifikasi dituangkan dalam bentuk DRAM / DPP sebagai berikut :
a. SOP Mitigasi Gas Rumah Kaca, No. Dok. 046-PHK-HSE-SOP Rev. 0
Tanggal 10/06/2024
b. Laporan Kegiatan Penilaian High Carbon Stock (HCS) Tahun 2024
c. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Tahun 2025
d. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GanisPH) Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Karbon a.n Raden Roro Agung Adelia Pradnyandari, No. Reg.
GNS 2063 0109 2026, Persetujuan penugasan GanisPH dari BPHL Wil.
Xl No. 130326059 tanggal 11 Maret 2026
Nilai Kinerja 12/15x 100% = 80,00% = SEDANG
Indikator 2.1
Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan,
pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan
Verifier 2.2.1 Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa
lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/ identifikasi.
Bobot 1
NILAI BAIK
Uraian Terdapat data potensi pemanfaatan hutan selama periode audit berupa
Singkat inventarisasi tegakan pada areal LOA (ITSP) berdasarkan sampling 100% serta
Justifikasi inventarisasi tegakan pada areal hutan tanaman (PHI) dengan intensitas
sampling (IS) 5 % sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Lampiran X
PermenLHK No. 8 Tahun 2021. Hasil observasi di lapangan pada blok RKT
2026 menunjukkan terdapat kesesuaian kegiatan inventarisasi dengan tally
sheet yang dibuat.
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha
pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian Sampai dengan kegiatan audit Resertifikasi PHL ini, pengukuran Plot Sampling
Singkat Permanent (PSP) telah dilakukan pada 5 (lima) compartment meliputi
Justifikasi pengukuran riap (MAI dan CAl) terhadap jenis Eucalyptus sp dan Acacia
Crassicarpa namun belum sepenuhnya dapat digunakan untuk menentukan
nilai daur maupun jatah tebang tahunan yang optimal.
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Nilai Kinerja 719 x 100% =77,78% = SEDANG
Indikator 2.2
Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin
kelestarian hutan
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan
hutan.
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian Tersedia lengkap SOP pada setiap tahapan kegiatan sistem silvikultur tebang
Singkat habis permudaan buatan mulai dari penataan areal kerja sampai dengan
Justifikasi perlindungan dan pengamanan hutan, namun terdapat 2 (dua) SOP dimana
isinya belum mencakup prinsip / pedoman tahapan kegiatan secara lengkap
yaitu :
1) SOP Pengadaan bibit belum mengatur terkait teknik pengadaan bibit
dengan metode stek pucuk
2) SOP Pemanenan Belum mengatur prosedur pemanenan secara mekanis
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan
hutan.
Bobot 2
NILAI BAIK
Uraian PT Permata Hijau Khatulistiwa telah mengimplementasikan setiap tahapan
Singkat kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai prosedur / prinsip sistem
Justifikasi silvikultur THPB meliputi penataan areal kerja, PHI, PWH, Pengadaan Bibit,
Penyiapan Lahan, Penanaman, Pemeliharaan Tanaman, Pemanenan dan
Perlindungan & Pengamanan Hutan
Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam
menjamin kelestarian hutan.
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian Selama periode audit PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa melakukan kegiatan
Singkat penanaman jenis Acacia sp dan Eucalyptus sp
Justifikasi Pencapaian penanaman selama tahun 2021 s.d 2025 adalah sebagai berikut :
Tahun Rencana sesuai RKTPH Realisasi sesuai Laporan SIPASHUT %
(Ha) (Ha)
LOA | TK/ | HT | Total [ LOA | TK/ | HT | Total
Semak Semak
2021 | 2025 | 1494 - | 3520 | 1435 - - 1435 | 40,77
2022 | 2752 - | 1204 | 4.047 - - | 554 554 | 13,69
2023 540 - | 1.466 | 5.199 . - | 3.709 3.709 | 71,35
2024 -| 1226 | 5.038 | 6.265 - - | 5.360 5.360 | 85,56
2025 -| 545 | 3629 | 4174 -| 528 | 2339 | 2868 | 6871
Rata-rata pencapaian | 56,02
Realisasi penanaman dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai
ketentuan standar teknis dan rata-rata selama periode audit dilaksanakan
sebesar 56,02 % atau = 50 % - 80 % dari RKTPH
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Nilai Kinerja 12/15x 100% = 80,00% = SEDANG
Indikator 2.3
Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha
pemanfaatan hutan
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha
pemanfaatan hutan.
Bobot 1
NILAI BAIK
Uraian PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki prosedur penerapan teknologi ramah
Singkat lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutannya dimana isinya telah sesuai
Justifikasi dengan dengan Lampiran XIV PermenLHK No. 8 tahun 2021 terkait pedoman
penerapan teknik pembalakan berdampak rendah / reduced impact logging :
- SOP Micro Planning, No. Dok. 001-PHK-WS-SOP Rev. 0 Tgl 1 Desember
2016
- SOP Panen Kayu Hutan Tanaman, No. Dokumen 003-PHK-WS-SOP Rev. 0
Tanggal 1 Desember 2016
- Work Instruction RIL Pasca Pemanenan, No. Dok. 005-PHK-WS-WI Rev.
0 Tanggal 1 Desember 2016
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.
Bobot 2
NILAI BAIK
Uraian Hasil observasi di lapangan, kegiatan usaha pemanfaatan kayu budidaya hutan
Singkat tanaman telah dilakukan sesuai prinsip ramah lingkungan, antara lain :
Justifikasi a) Perencanaan Pemanenan : Telah dibuat peta microplanning untuk masing-
masing compartment yang akan dipanen, telah dilakukan penandaan batas
area pemanenan berupa pita warna merah atau polet pada tegakan
sehingga areal konservasi maupun compartment lainnya tidak terganggu
oleh aktivitas penebangan.

b) Pelaksanaan Pemanenan : Pelaksanaan pemanenan telah sesuai dengan
SOP dan sesuai peta microplanning yang dibuat antara lain penentuan
arah rebah telah sesuai, excavator mengikuti jalur sarad yang telah
ditentukan, penumpukan kayu dilakukan pada lokasi TPn yang telah
direncanakan.

c) Paska Pemanenan : Sampah kayu sisa penebangan sebagian diserak
secara merata dan sebagian dirumpuk secara teratur sesuai arah
rumpukan yang direncanakan dalam peta microplanning, tidak ada sampah
kayu di areal konservasi atau infield drain / alur, tidak terdapat limbah B3
atau tumpahan oli di petak kerja

Verifier 2.4.3 Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal

Bobot 2

NILAI BAIK

Uraian Keterbukaan pada areal efektif di blok RKT Tahun 2021 s.d 2025 adalah
Singkat sebagai berikut :

Justifikasi
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No. | RKT Areal Efektif Luas Areal Terbuka | Keterangan
(area/ yang Saat Ini : Maret
dilakukan 2026
penyiapan lahan (setelah 1 tahun
oleh Perusahaan) penanaman)
1. 2021 3.520 Ha 34 Ha
2. 2022 4.047 Ha 8 Ha Alur, Jalan
3. | 2023 | 3990Ha 18 Ha da£| Areal
aim
4, 2024 4995 Ha 20 Ha Masyarakat
5. | 2025* 953 Ha 8 Ha
TOTAL 17.505 Ha 88 Ha
Keterbukaan 88/17.505 = 0,50 % (< 20%)

Keterangan : *) Areal Efektif Tahun 2025 merupakan Luas Areal Penyiapan Lahan selama Januari s.d

Maret 2025)

Nilai Kinerja
Indikator 2.4

15115 x100% = 100,00% = BAIK

5. | Indikator 2.5

Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha
pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah

disetujui
a. | Verifier 2.5.1 Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan
ketentuan.
Bobot 1
NILAI BAIK
Uraian Selama periode audit PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menerbitkan dokumen RKT
Singkat setiap tahunnya. Seluruh RKT yang diterbitkan telah lengkap meliputi SK RKT,
Justifikasi Dokumen RKT dan Peta RKT. Dokumen RKT telah sesuai dengan hasil inventarisasi di

lapangan:
RKT Surat Keputusan Rencana Kegiatan
Produksi
2021 Keputusan Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa Land Clearing Pada
Nomor SK-01/PHK/0201/2021 tanggal 2 Januari 2021 LOA untuk penyiapan
tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 lahan HT
2022 Keputusan Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa Land Clearing Pada
Nomor SK-01/PHK/0101/2022 tanggal 1 Januari 2022 LOA untuk penyiapan
tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2022 lahan HT
2022 Keputusan Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa Land Clearing Pada
Perubahan | Nomor SK-17/PHK/2510/2022 tanggal 25 Oktober 2022 LOA dan Kayu
Ke-1 tentang Persetujuan Perubahan RKTPH Tahun 2022 Budidaya Hutan
Keterangan : Perubahan RKTPH terkait penambahan Tanaman
areal pemanenan karena adanya serangan Ceratocytis
sp. yang cukup besar di sebagian compartment hutan
tanaman
2023 Keputusan Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa Land Clearing Pada
Nomor SK-01/PHK/0101/2023 tanggal 1 Januari 2023 LOA dan Kayu
tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2023 dan CO Budidaya Hutan
RKTPH Tahun 2022 Tanaman
2023 Keputusan Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa Land Clearing Pada
Perubahan | Nomor SK-12/PHK/0109/2023 tanggal 1 September LOA dan Kayu
Ke-1
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2023 tentang Persetujuan Perubahan RKTPH Tahun Budidaya Hutan
2023 Tanaman
Keterangan : Perubahan RKTPH terkait adanya
penambahan target produksi dan penanaman

2024 Keputusan Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa Kayu Budidaya Hutan
Nomor SK-01/PHK/RKTPH/0301 /2024 tanggal 3 Tanaman
Januari 2024 tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2024

2024 Keputusan Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa Kayu Budidaya Hutan

Perubahan | Nomor SK-05/PHK/RKTPH/2404/ 2024 tanggal 24 April Tanaman

Ke-1 2024 tentang Persetujuan Perubahan RKTPH Tahun
2024
Keterangan : Perubahan RKTPH terkait adanya
penambahan target produksi dan penanaman

2024 Keputusan Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa Kayu Budidaya Hutan

Perubahan | Nomor SK-10/PHK/RKTPH/1709/ 2024 tanggal 17 Tanaman

Ke-2 September 2024 tentang Persetujuan Perubahan
RKTPH (Perubahan Kedua) Tahun 2024
Keterangan : Perubahan RKTPH terkait adanya
penambahan target produksi dan penanaman

2025 Keputusan Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa Kayu Budidaya Hutan
Nomor SK-01/PHK/RKTPH/0101/ 2025 tanggal 29 Tanaman
Desember 2024 tentang Persetujuan RKTPH Tahun
2025

2026 Keputusan Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa Kayu Budidaya Hutan
Nomor SK-01/PHK/RKTPH/0101/ 2026 tanggal 1 Tanaman
Januari 2026 tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2026

b. | Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH
Bobot 1
NILAI BAIK
Uraian PT Permata Hijau Khatulistiwa telah membuat peta rencana kerja tahunan
Singkat setiap tahunnya dan telah dilengkapi dengan peta kerja antara lain : Peta Micro
Justifikasi Planning Pre Harvesting, Peta Micro Planning For Plantation, Peta PSP, Peta
PMA 6, Peta PHI, Peta Kerja HQA RWA, Peta Kerja PQA Planting dan Peta
Kerja PQA MSC. Batas-batas peta kerja yang dibuat PT Permata Hijau
Khatulistiwa telah sesuai dengan peta RKTPH dan telah memperhatikan
keberadaan kawasan yang dilindungi seperti kawasan lindung sempadan
sungai, KPPN, KPSL dan Bufferzone Hutan Lindung Taman Nasional Kutai
c. | Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan
usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja
Bobot 2
NILAI BAIK
Uraian Penandaan batas blok usaha pemanfaatan hutan di areal PT Permata Hijau
Singkat Khatulistiwa telah dilakukan pada setiap blok RKT. Hasil observasi di lapangan
Justifikasi pada blok RKT 2025 dan 2026 menunjukkan bahwa sebagian batas blok RKT

atau batas compartment adalah berupa jalan atau alur dan sebagian berupa
penandaan di lapangan seperti pembuatan plang RKT, pemasangan patok
batas dan identitas compartment termasuk penandaan pada batas kawasan
lindung berupa pemasangan patok paralon dengan ujung warna merah dan
identitas PHK KL.
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Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka
pendek
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian Pencapaian pemanenan selama tahun 2021 s.d 2025 adalah sebagai berikut :
Singkat RKT | Rencana Volume (m3) Realisasi Volume (m3) | Pencapaian
Justifikasi 0
(%)
HT LOA | Total HT LOA | Total
2021 -12112 1 2112 -| 377 377 17,87
2022 | 49552 | 281 | 49.833| 36.225 -| 36.225 72,69
2023 | 446.488 49 | 446.537 | 451.849 - | 451.849 101,19
2024 | 457.595 - | 457.595 | 238.347 - | 238.347 52,09
2025 | 254.567 - | 254.567 | 161.986 - | 161.986 63,63
Rata-rata pencapaian 61,49
(=£50% - <
80%)
Nilai Kinerja 16/18 x 100% = 88,89% = BAIK
Indikator 2.5
Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk
membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan
keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan
Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian Tersedia laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen kantor
Singkat akuntan publik Ojak Lumban Gaol periode tahun 2021 s.d 2024. Seluruh Opini /
Justifikasi Pendapat / catatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan selama
periode 2021 — 2024 adalah wajar dengan parameter : Solvabilitas < 150 %,
Liquiditas sebagian < 150 %, dan Profitabilitas Sebagian Negatif.
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional
(Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan
force majeur | perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan
dalam RKAP dianggap 100 %)
Bobot 1
NILAI BURUK
Uraian PT PHK memiliki laporan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP)
Singkat periode tahun 2021 — 2025 yang dibuat oleh personel finance, telah diperiksa
Justifikasi oleh Estate Manajer, diketahui oleh Direktur serta disetujui oleh Komisaris
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Perusahaan. Rata-rata alokasi dana selama periode 2021 — 2025 untuk seluruh
bidang kegiatan tidak proposional, perbedaan sebesar 250,78 % atau > 50%.
c. | Verifier2.6.3 | : | Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan
Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan
publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan
ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS).
Bobot D2
NILAI . | BAIK
Uraian . | Rata-rata realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan selama periode 2021 -
Singkat 2025 berdasarkan laporan rencana dan realisaasi anggaran perusahaan yang
Justifikasi dibuat mencukupi 114,040 % atau = 80 % dari kebutuhan.
d. | Verifier2.6.4 |: | Realisasi pendanaan yang lancar.
Bobot D2
NILAI : | SEDANG
Uraian : | Rata-rata pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tahun 2021 — 2025
Singkat berjalan lancar, namun demikian tidak sesuai dengan output kegiatan teknis
Justifikasi kehutanan sebagai berikut :
Rata rata realisasi Rata-rata Produksi | Rata-rata Penanaman
pendanaan
113,31 % 61,49 % 56,33 %

e. | Verifier2.6.5 | : | Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.

Bobot D2

NILAI : | SEDANG

Uraian .| Berdasarkan laporan rencana dan realisaasi anggaran perusahaan, PT
Singkat Permata Hijau Khatulistiwa telah merencanakan anggaran untuk kegiatan yang
Justifikasi memungkinkan modal ditanamkan (kembali) ke hutan meliputi kegiatan :

Pengadaan Bibit, Penanaman, Pemeliharaan Tanaman dan Perlindungan
Hutan dengan pencapaian rata — rata realisasi modal yang ditanamkan
(kembali) ke hutan selama periode tahun 2021 s.d 2025 mencapai 110,95 % (>
80 %) dari jumlah yang direncanakan.

f. | Verifier2.6.6 | : | Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh
Kementerian yang membidangi keuangan
Bobot D2
NILAI : | BAIK
Uraian .| Kemampuan finansial PT PHK terkait kewajiban membayar pajak selama
Singkat periode audit ditunjukkan dengan beberapa realisasi pembayaran pajak yang
Justifikasi telah disetor / dilaporkan sebagai berikut :

a) Pajak Bumi Bangunan tahun 2025 sesuai SPPT No.
00002/671/25/721/CT/25 tanggal 16 Juni 2025 telah dibayarkan sejumlah
nominal yang diwajibkan dalam bentuk kompensasi / potongan SPMKP
yang bersumber dari kelebihan pembayaran pajak sesuai Surat Keputusan
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Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak No. KEP-00241/KP-
CT/KPP.1401/2025 tanggal 17 Juli 2025

b) Pajak Penghasilan (PPh) Perusahaan dengan masa pajak Desember 2025
telah disetor sejumlah total PPh yang harus disetor sesuai bukti bill
payment tanggal 15 Januari 2026

c) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perusahaan dengan masa pajak
Desember 2025 telah dilaporkan sesuai BPE No. BPE-
12033/CT/KPP.1401/2026 tanggal 27 Januari 2026

d) Utang pajak sesuai laporan keuangan terakhir (tahun 2024) yang dibuat
oleh Kantor Akuntan Publik telah dibayarkan seluruhnya, tersedia lengkap
bukti bill payment atas utang pajak yang dimaksud meliputi utang pajak
penghasilan pasal 4 (2), pasal 21, pasal 23 dan pasal 26

Nilai Kinerja
Indikator 2.6

25/30 x 100% = 83,33% = BAIK

| C. | Aspek EKOLOGI

1. | Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal
Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)
a. | Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen
perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT
Bobot 1
NILAI BAIK
Uraian Singkat PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menetapkan kawasan yang
Justifikasi dilindungi di dalam areal kerja PBPH sesuai Surat Keputusan Direksi PT PHK

Nomor : 002/DIR/PHK/IN1/2026 tanggal 6 Maret 2026, meliputi :

No. Jenis Kawasan yang Dilindungi Luas (Hektar)

1 KPPN 300,00

2. | KPSL 543,00

3. | Sempadan Sungai 1.803,85

4 Buffer Zone Taman Nasional Kutai 327,00
Total 2.973,85

Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai
dengan Perubahan RKUPH Tahun 2024 Periode 2022 - 2031 yang telah
disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 800 TAHUN
2024 tanggal 12 Februari 2024.

PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki dokumen hasil identifikasi
Areal Bemnilai Konservasi Tinggi (ABKT) yang bekerjasama dengan PT
Ecositrop (Ecology and Conservation Center For Tropical Studies) dengan
keberadaan dokumen :

a) Dokumen Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (NKT) Tahun 2017;

b) Monitoring Terpadu KBKT dan Konservasi Habitat Orangutan Tahun 2020;

c) Monitoring Terpadu KBKT dan Konservasi Orangutan Pada Kawasan Hutan Tanaman
Industri PT Permata Hijau Khatulistiwa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
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d) Monitoring Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna di Perizinan Berusaha Pemanfaatan
Hutan HTI PT Permata Hijau Khatulistiwa Tahun 2023;

e) Laporan Kegiatan Penilaian Kawasan Hutan Stok Karbon Tinggi (SKT) /
High Carbon Stock (HCS) PT PHK Tahun 2024

Verifier 3.1.2

Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas
dikenali) dan/atau deliniasi ABKT

Bobot

2

NILAI

BAIK

Uraian Singkat
Justifikasi

Pada periode audit Resertifikasi, realisasi penandaan batas kawasan lindung

yaitu tercapai 29,00 km (87,61%) dari total rencana 33,10 km.

Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza maps,

terkait penataan batas kawasan lindung, yaitu dijumpai :

1) Tanda batas KPSL yang berbatasan dengan Blok RKTPH 2025, yang
penandaanya berupa plang/ sign board dan patok pipa paralon diatasnya
di cat merah;

2) Tanda batas Sempadan Sungai Jelmuan yang berbatasan dengan Blok
RKTPH 2023, yang penandaannya berupa plang/ sign board dan patok
pipa paralon diatasnya di cat merah, selanjutnya pada jarak interval 100 m
dijumpai patok pipa paralon diatasnya di cat merah;

3) Tanda batas Sempadan Sungai Telaga yang berbatasan dengan Blok
RKTPH 2025, yang penandaanya berupa plang/ sign board dan patok
pipa paralon diatasnya di cat merah, selanjutnya pad jarak interval 100 m
dijumpai patok pipa paralon diatasnya di cat merah;

4) Tanda batas KPPN yang berbatasan dengan Blok RKTPH 2024, yang
penandaanya berupa plang/ sign board dan patok pipa paralon diatasnya
di cat merah, selanjutnya pad jarak interval 100 m dijumpai patok pipa
paralon diatasnya di cat merah;

9) Tanda batas Sempadan Sungai Himba yang berbatasan dengan Blok
RKTPH 2024, yang penandaanya berupa plang/ sign board dan patok
pipa paralon diatasnya di cat merah, selanjutnya pada jarak interval 100 m
dijumpai patok pipa paralon diatasnya di cat merah.

Verifier 3.1.3

Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung

Bobot

1

NILAI

SEDANG

Uraian Singkat
Justifikasi

Berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) kawasan lindung yang tercantum
di Peta Perubahan RKUPH Tahun 2024 Periode Tahun 2022 — 2031 dengan
Peta Citra Satelit Tahun 2026, kondisi penutupan kawasan lindung yang
masih berhutan (Hutan lahan kering sekunder) yaitu 564,70 ha (18,98%) dari
total luas kawasan lindung 2.973,85 ha.

Kondisi tutupan lahan kawasan lindung yang berhutan < 50%, sehingga
dilakukan upaya rehabilitasi dengan kegiatan penanaman rehabilitasi. Selama
periode audit realisasi penanaman rehabilitasi yaitu tercapai 3,80 hektar
(52,13%) dari total rencana 7,29 hektar.

Verifier 3.1.4

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain
gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable)

Bobot

2
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Truw

NILAI Not Applicable (N/A)

Uraian Singkat Jenis tanah di areal PT PHK seluruhnya berupa tanah mineral Podsolik Merah

Justifikasi Kuning (PMK) dengan jenis tanah sesuai klasifikasi USDA diantaranya
Dystropepts, Tropudults, dan Eutropepts, sehingga tidak terdapat kategori
Histosols/ Organosol yang merupakan jenis tanah gambut dan verifier ini tidak
diterapkan (Not Applicable).

Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Singkat Berdasarkan pemeriksaan lapangan di kawasan lindung dan wawancara

Justifikasi dengan bagian HSE dan Planning diperoleh informasi adanya aktifitas yang
tidak sesuai pada kawasan lindung diantaranya 1) KPSL terdapat bekas
gesekan kayu; 2) Sempadan Sungai Himba terdapat tanaman; 3) Sempadan
Sungai Loa Merah terdapat kebun sawit, kebun lainnya (pohon nangka &
pohon pinang).
PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki upaya penyelesaian yang
terdokumentasi yaitu PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan
sosialisasi kawasan lindung ke masyarakat desa binaan dan telah
mengidentifikasi dan memetakan terkait perihal adanya aktifitas/ gangguan
dalam kawasan lindung tersebut, namun belum sampai pada tahap Nota
Kesepahaman Kerjasama (NKK).

Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL
dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian Singkat Pada periode audit Resertifikasi diverifikasi implementasi kegiatan

Justifikasi pengelolaan kawasan lindung diantaranya :

1) Penandaan batas kawasan lindung telah tercapai 29,00 km (87,61%) dari
total rencana 33,10 km dan telah dipetakan (sudah mencakup penandaan
batas pada semua jenis kawasan lindung);

2) Pemeliharaan batas kawasan lindung dilakukan secara periodik setiap
tahun dan telah dipetakan;

3) Penanaman rehabilitasi/ pengayaan di Kawasan lindung dengan tutupan
non hutan sebagian sudah dilakukan namun penanaman pengayaan
dengan tutupan non hutan sesuai overlay (tumpang susun) Peta Citra
Tahun 2026 dengan Peta Perubahan RKUPH Tahun 2024 (periode 2022
— 2031) belum direncanakan secara periodik.

4) Melakukan patroli pengamanan dan perlindungan di kawasan lindung
dengan intensitas kegiatan 4 kali dalam sebulan yang dilakukan oleh team
HSE dan tertuang di dalam laporan bulanan patroli.

Selama periode 6 tahun terakhir (2021 s.d 2026) PT Permata Hijau

Khatulistiwa telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang

tertuang dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan (RKL dan RPL) dan telah dilaporkan secara langsung dan secara

elektronik melalui SIMPEL. Adapun penyampaian Laporan Pelaksanaan

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL dan RPL) periode 6 tahun
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terakhir telah disampaikan ke instansi terkait, namun demikian pada periode
Semester | Tahun 2021 dan Semeter | Tahun 2022 penyampaian pelaporan
belum sesuai dengan tata waktunya.

Nilai Kinerja (17/21) x 100% = 80,95% = BAIK
Indikator 3.1
Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis
gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau
penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau
jenis gangguan lain yang teridentifikasi
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian Singkat PBPH PT PHK telah menyusun dan menetapkan SOP Perlindungan dan
Justifikasi Pengamanan Hutan sesuai dengan jenis gangguan hutan yang ada di dalam

areal PBPH, yaitu sebagai berikut :

Jenis Gangguan

No Prosedur
Hutan
1. | Perambahan SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan No Dok : 021-PHK-SSL-
Kawasan SOP, Revisi : 1, Tanggal : 2 Januari 2025.
Prosedur belum mencantumkan referensi acuan terbaru yaitu :
2. | Pemanenan atau
penebangan tanpa | - PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
izin Kehutanan.
- PerMenLHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan
3. | Perburuan flora dan

fauna

Penyusunan Rencana Pengelolaan  Hutan, Serta
Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Pencegahan  dan
pemadaman
kebakaran

SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan No Dok : 021-PHK-SSL-
SOP, Revisi : 1, Tanggal : 2 Januari 2025.

Prosedur belum mencantumkan referensi acuan terbaru yaitu :

- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan.

- PerMenLHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta
Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan No Dok : 017-PHK-
HSE-SOP, Revisi : 2, Tanggal : 30 Juni 2025.

Prosedur telah mencantumkan referensi acuan terbaru yaitu :

- PerMenLHK No. 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan

- PerMenLHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan
Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan.

Hama dan penyakit
tanaman

SOP Monitoring Hama & Penyakit No Dok : 001-PHK-RND-SOP,
Revisi : 02, Tanggal Revisi : 30 Juni 2025.

Prosedur belum mencantumkan referensi acuan terbaru yaitu :

- Permentan No. 01 tahun 2007 tentang daftar bahan aktif
pestisida yang dilarang dan pestisida terbatas.

- PerMenLHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta
Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan
Produksi.

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, sebagian prosedur
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yang dibuat belum mengacu kepada pedoman teknis baku dalam

penyusunan SOP.
b. | Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai
ketentuan
Bobot 1
NILAI BAIK
Uraian Singkat Ketersediaaan sarana dan prasarana pada masing-masing jenis gangguan
Justifikasi hutan yang dimiliki oleh PT PHK; yaitu dirinci seperti tabel berikut :

Jenis Gangguan

No Hutan Sarana Prasarana Jumlah Lokasi Ket
1 Perambahan Plang/ Baliho himbauan 12 - RKT2024:SS. | Kondisi plang
Kawasan dilarang membuka dan Telaga (2 pcs), | himbauan baik
membakar lahan SS. Jelmuan (2
(berladang/ menanam pcs), SS
sawit), berburu satwa liar, Beliwit, BZ
menebang pohon/ ilegal TNK, KPPN
logging, meracun/ - RKT2025:
menyetrum perairan KPSL (4 pcs),
SS. Telaga
2 Pemanenanatau | Plang/ Baliho himbauan 12 - RKT 2024 :SS. | Kondisi plang
penebangan dilarang membuka dan Telaga (2 pcs), | himbauan baik
tanpa izin/ lllegal membakar lahan SS. Jelmuan (2
Logging (berladang/ menanam pcs), SS
sawit), berburu satwa liar, Beliwit, BZ
menebang pohon/ ilegal TNK, KPPN
logging, meracun/ - RKT 2025:
menyetrum perairan KPSL (4 pcs),
SS. Telaga
3 Pencegahan dan Plang/ Baliho himbauan 12 - RKT2024:SS. | Kondisi plang
pemadaman dilarang membuka dan Telaga (2 pcs), | himbauan baik
kebakaran membakar lahan SS. Jelmuan (2
(berladang/ menanam pcs), SS
sawit), berburu satwa liar, Beliwit, BZ
menebang pohon/ ilegal TNK, KPPN
logging, meracun/ - RKT2025:
menyetrum perairan KPSL (4 pcs),
SS. Telaga
- RKT 2024 :Km | Kondisi plang
30, SS. Telaga | himbauan baik
(Km 26), Comp
E144, Comp
Plang/ Baliho himbauan C403
dilarang menyalakan api 14 - RKT 2025:
dan cegah terbuka KPSL (2 pes),
KPPN (2 pcs),
Comp E069 (3
pcs), E068,
EQ073, A047
Jumlah dan Jenis
sarpras
ketersediaanya
lengkap dan
Sarpras Dalkarhutla 1 Posko Km 26 sesuai yang
dipersyaratkan
PermenLHK No.
P.32 tahun 2016
Pos Dalkarhutla 1 Posko Km 26
Mobil Tanki Air 1 Posko Km 26 Kondisi Baik
Plang FDR 1 Posko Km 26
Bangunan
menara
Comp D052, menggunakan
Manara Api 6 A009, B123, km kayu ulin dengan
13, H115, F028 tinggi 15-20

meter, namun
demikian kondisi
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rusak dan tidak
layak dinaiki
Telah
dianggarkan
bangunan
menara api tahun
2026 dan telah
memiliki drone
Water Point 18 Sungai dan Rawa
4 Hama dan Herbisida 6 Estate Mahakam Berdasarkan
Penyakit Insektisida 5 daftar list
Tanaman Fungisida - chemical &
Pupuk 4 fertilizer store
Km 13, Km 26, Setiap pos dijaga
5 Perburuan Flora Pos Security 3 Logpond Batu oleh tim personil
dan Fauna Balai security
Plang/ Baliho himbauan 12 - RKT 2024 :SS. | Kondisi plang
dilarang membuka dan Telaga (2 pcs), | himbauan baik
membakar lahan SS. Jelmuan (2
(berladang/ menanam pcs), SS
sawit), berburu satwa liar, Beliwit, BZ
menebang pohon/ ilegal TNK, KPPN
logging, meracun/ - RKT 2025:
menyetrum perairan KPSL (4 pcs),
SS. Telaga
Plang/ Baliho himbauan 3 - RKT 2024 :SS. | Kondisi plang
dilarang menembak/ Himba, Km 30, himbauan baik
berburu burung & satwa SS. Telaga
lainnya di kawasan ini
. 3 - RKT 2025: Kondisi plan
Plang/ Baliho jenis satwa KPSL.KPPN | himbauan ok
d!llndungl dan himbauan - RKT 2026 :
dilarang berburu satwa Comp B470

Sarana prasarana gangguan hutan, dinilai lengkap sebagaimana yang terinci
pada tabel diatas. Hasil pemeriksaan lapangan sarana prasarana
perlindungan dan pengamanan hutan dalam kondisi berfungsi dengan baik.

c. | Verifier 3.2.3

Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan
pemanfaatan teknologi

Bobot 1

NILAI BAIK

Uraian Singkat Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Permata
Justifikasi Hijau Khatulistiwa saat ini, terdiri dari :

S L Jumiah Personel
No. | Perlindungan dan | Kewajiban | Personil .
. .. | Certified
Pengamanan Hutan (terkini)
1. | Regu Pemadam 2regu (30 | 2regu (30 30
Kebakaran personil) | personil)
2. | Security 4 8 8

Jumlah personel (security) dari setiap unit kerja dinilai proporsional
berdasarkan intensitas kejadian perkara (frekuensi per tahun), dukungan
fasilitas teknologi dan luasan PBPH nya.

Keberadaan personel terlatih (memilki sertifikat pelatihan sesuai bidang
kegiatan perlindungan pengamanan hutan), dinilai lengkap.
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PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki MoU atau kesepakatan
Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan 2 Desa Binaan yaitu Desa Himba
Lestari dan Desa Mawai Indah.

PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memanfaatkan teknologi dalam
melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti melakukan pemantauan
hotspot secara berkala setiap bulan dengan memanfaatkan data dari website
SiPongi & BRIN dan PT PHK telah memanfaatkan teknologi lainnya dalam
melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti penggunaan drone dalam
kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan

Verifier 3.2.4

Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/ preventif/ represif)

Bobot

2

NILAI

BAIK

Uraian Singkat
Justifikasi

Data fragmentasi PT PHK sebagai berikut :

Luas
(Ha)
1. | PPKH 119 \
2. | PPTK (TORA) - -

3. | Perhutanan Sosial (HKm, HD, Hutan - -
Adat, HTR)

4. | APL Desa Mawai Indah 238,2 \
5. | Sawit/ Perkebunan 63,9

6. | Konflik Tenurial/ Areal Lainnya 1.069 X
(Pertanian, Jalan, Kebun Masyarakat)

7. | Pemukiman Himba Lestari 4,7 X
Jumlah terbangun tanpa lzin 1.137,6
Jumlah terbangun dengan izin 357,2

No. Fragmentasi Legalitas

>

Berdasarkan data perhitungan fragmentasi dari auditor prasyarat diperoleh
data total luas fragmentasi seluas 1.494,8 hektar terdiri dari fragmentasi
jumlah terbangun tanpa izin dengan luas 1.137,6 hektar dan fragmentasi
jumah terbangun dengan izin dengan luas 357,2 hektar. Fragmentasi
terbangun tanpa izin berisi diantaranya sawit/perkebunan, konflik tenurial/
areal lainnya dan pemukiman himba lestari yang merupakan gangguan-
gangguan di dalam areal PBPH.

Dengan demikian gangguan yang terjadi di dalam areal PBPH PT PHK yaitu
1.137,6 hektar (4,56%) atau <25% dari total areal seluas 24.940,42 hektar.

Nilai Kinerja
Indikator 3.2

(14/15) x 100% = 93,33% = BAIK

Indikator 3.3

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan
kimia akibat pemanfaatan hutan

Verifier 3.3.1

Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap
komponen fisik dan kimia

Bobot

1

NILAI

SEDANG
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Uraian Singkat | : | PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memilki SOP pengelolaan dan
Justifikasi pemantauan lingkungan terkait penanganan dampak fisik dan kimia termasuk
pengelolaan limbah B3 dari kegiatan usaha pemanfaatan hutannya, meliputi :

Jenis Pengelolaan dan/ atau
No | Pemantauan Fisik Kimia serta Prosedur
Pengelolaan Limbah B3

A. Komponen Fisik Kimia

Kualitas Udara SOP Pedoman Pemantauan Dustfall. No Dok : 015-PHK-
HSE-SOP, Tgl. Terbit : 1 Desember 2016, Revisi ke : 1,
Tgl. Revisi : 30 Juni 2025.

Prosedur belum merujuk PP RI No. 22 tahun 2021 tentang
penyelenggaraan  perlindungan  dan  pengelolaan
lingkungan hidup.

2. Erosi Tanah SOP Pemantauan Erosi Tanah. No Dok : 004-PHK-HSE-
SOP, Tgl. Terbit : 1 Desember 2016, Revisi ke : 3, Tgl.
Revisi : 15 Januari 2025.

—_

3. | Perubahan kuantitas dan SOP Pedoman Pengambilan Sampel Air. No Dok : 005-
kualitas air PHK-HSE-SOP, Tgl. Terbit : 1 Desember 2016, Revisi ke :

1, Tgl. Revisi : 1 Maret 2025.
4. | Sedimentasi Sungai SOP Sedimentasi Sungai. No Dok : 038-PHK-HSE-SOP,

Tgl. Terbit : 7 Juli 2021, Revisi ke : -, Tgl. Revisi :-.
Prosedur belum merujuk PP RI No. 22 tahun 2021 tentang
penyelenggaraan  perlindungan  dan  pengelolaan
lingkungan hidup.

Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan limbah B3 SOP Pedoman Penyimpanan Limbah B3. No Dok : 009-
PHK-HSE-SOP, Tgl. Terbit : 1 Desember 2016, Revisi ke :
1, Tgl. Revisi : 2 Desember 2021.

Prosedur telah merujuk PP RI No. 22 tahun 2021 tentang
penyelenggaraan  perlindungan  dan  pengelolaan
lingkungan hidup dan PermenLHK No. 06 Tahun 2021
tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah
B3.

2. | Pengelolaan limbah domestik SOP Pedoman Pengelolaan Limbah Domestik dan
Limbah Non B3. No Dok : 008-PHK-HSE-SOP, Tgl.
Terbit : 1 Desember 2016, Revisi ke : 1, Tgl. Revisi : 2
Desember 2021.

Prosedur telah merujuk PP RI No. 22 tahun 2021 tentang
penyelenggaraan  perlindungan dan  pengelolaan
lingkungan hidup.

SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai ;

- telah lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam
RKL dan RPL Tahun 2010.

- telah memilki SOP terkait penanganan limbah B3

- Sebagian prosedur masih ada yang belum sesuai dengan acuan teknis
baku penyusunan SOP

b. | Verifier 3.3.2 . | Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan
dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3
yang didukung dengan SDM yang memadai

Bobot D

NILAI . | SEDANG
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Uraian Singkat
Justifikasi

a) Keberadaan sarana prasarana untuk penanganan dampat fisik dan kimia
termasuk pengelolaan B3 yang dimiliki PBPH PT Permata Hijau
Khatulistiwa sebagian besar sesuai dengan dokumen RKL dan RPL Tahun
2010, namun masih terdapat sarana prasarana yang belum optimal seperti
persemaian tanaman pengayaan anakan alam.

b) PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki 1 (satu) personil SDM yang
berkompeten/ berkualifikasi dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan
dampak terhadap komponen fisik dan kimia, yaitu GANISPH Binhut yang
masih aktif atas nama Satriyo Budi dengan No. Register : 03240020780.

c) Selain itu PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki 2 (dua) perosnil SDM
yang berkompeten/ berkualifikasi untuk pengelolaan limbah B3,
pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara dari
emisi, namun demikian untuk sertifikat kompetensi penanggung jawab
PPU atas nama Roni Rizali dan sertifikat kompetensi pengoperasian
instalasi PLB3 atas nama Agmi Bagus Kartiko telah berakhir masa
berlakunyas sejak November 2025.

Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik
dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen
lingkungan

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Singkat Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik

Justifikasi dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sebagian sudah dilakukan oleh PT
Permata Hijau Khatulistiwa, namun demikian tidak mengurangi dampak
lingkungan.

Nilai Kinerja (8112) x 100% = 66,67% = SEDANG
Indikator 3.3

Indikator 3.4 ldentifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka
(endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian Singkat PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki prosedur untuk pelaksanaan

Justifikasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen SOP
Pengelolaan dan Pemantauan Flora & Fauna, No Dok : 019-PHK-HSE-SOP,
Tql. Terbit : 1 Desember 2018, Revisi ke : 5, Tgl. Revisi : 8 Februari 2025.
Prosedur identifikasi flora dan fauna belum mencantumkan referensi acuan
dan teknis terkini sesuai requlasi yaitu UU Nomor 32 Tahun 2024 tanggal 7
Agustus 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH

Bobot 2
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Uraian Singkat Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi di dalam
Justifikasi areal PBPH telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan prosedur
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian Singkat Pada rentang waktu audit Resertifikasi tersedia dokumen laporan / hasil
Justifikasi pencatatan data dari kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT

Permata Hijau Khatulistiwa, dilengkapi peta kerjanya. Namun demikian

ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi oleh PT

Permata Hijau Khatulistiwa sebagian sesuai dengan prosedur.

Nilai Kinerja (12/15) x 100% = 80,00% = SEDANG
Indikator 3.4
Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian
yang tidak rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT)

2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau
jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan
identifikasi

Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian Singkat PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan

Justifikasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah
dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen SOP Pengelolaan dan Pemantauan

Flora & Fauna, No Dok : 019-PHK-HSE-SOP, Tgl. Terbit : 1 Desember 2018, Revisi

ke : 5, Tgl. Revisi : 8 Februari 2025.

Prosedur pengelolaan flora dan fauna belum mencantumkan referensi acuan dan

teknis terkini sesuai requlasi yaitu UU Nomor 32 Tahun 2024 tanggal 7 Agustus 2024

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian Singkat a) PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melaksanakan kegiatan
Justifikasi pengelolaan flora dan fauna, namun belum optimal dilakukan sesuai
ketentuan SOP yang dibuatnya.

b) Tersedia lengkap dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan
pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Permata Hijau
Khatulistiwa, dan dilengkapi peta kerjanya.
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c) Selain itu dalam hal pengelolaan fauna, PT Permata Hijau Khatulistiwa
telah membentuk satuan tugas monitoring satwa liar dan mitigasi
berdasarkan SK Nomor : SK-06/PHK/0103/2026 tanggal 1 Maret 2026.
Namun demikian untuk peningkatan kapasitas SDM terkait perlindungan
satwa liar belum dilakukan secara periodik.

c. | Verifier 3.5.3 . | Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah
dan endemik dan habitatnya di areal PBPH
Bobot D2
NILAI : | SEDANG
Uraian Singkat | : |1) Kondisi flora dan fauna dilindungi yang berada di areal PBPH PT Permata
Justifikasi Hijau Khatulistiwa dapat diketahui dengan ketersediaan alokasi areal

sebagai habitat, lintasan, gangguan dari pihak luar seperti perburuan

satwa, illegal logging, perambahan kawasan hutan, penambangan emas

secara illegal dll.

a) Dalam menjaga kondisi flora dan fauna di dalam areal PBPH, PT
Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki upaya dalam hal beberapa
hal, yaitu sebagai berikut :

b) Melakukan penandaan batas Kawasan Lindung sesuai dengan Blok
RKT berjalan;

c) Mengalokasikan kawasan lindung seluas 2.973,85 hektar, terdiri dari 1)
KPPN luas 300,00 hektar; 2) KPSL luas 543,00 hektar; 3) Sempadan
Sungai luas 1.803,85 hektar dan 4) Buffer Zone Taman Nasional Kutai
luas 327,00 hektar, sebagai tempat flora dan fauna/ satwa dilindungi;

d) Pemasangan papan-papan himbauan yang tersebar di lokasi PBPH
dengan posisi strategis diantaranya himbauan 1) dilarang membuka
dan membakar lahan (berladang/ menanam sawit), berburu satwa liar,
menebang pohon/ ilegal logging, meracun/ menyetrum perairan; 2)
dilarang menyalakan api dan cegah terbuka; 3) dilarang menembak/
berburu burung & satwa lainnya di kawasan ini.

2 Berdasarkan verifier 3.1.5 terdapat adanya aktifitas yang tidak sesuai pada
kawasan lindung yaitu pada KSPL terdapat bekas gesakan kayu,
Sempadan Sungai Himba terdapat tanaman sawit dan Sempada Sungai
Loa Merah terdapat kebun sawit, kebun lainnya (pohon nangka & pohon
pinang).

3) Berdasarkan hasil konsultasi publik dijelaskan oleh Kades Himba Lestari
beberapa masyarakat masih melakukan aktifitas perburuan di dalam areal
PBPH PT PHK.

4 Selain itu berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat
yang dilakukan oleh Auditor Sosial yaitu diperoleh informasi bahwa masih
banyak areal klaim oleh masyarakat di dalam areal perusahaan yang
belum diselesaikan.

5 Dengan demikian masih terdapat gangguan terhadap flora dan fauna yang
dilindungi di dalam areal PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa,
dikarenakan masih adanya kegiatan perburuan, perambahan dan
pencurian kayu tanpa izin di areal PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa.
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Nilai Kinerja
Indikator 3.5

(10/15) x 100% = 66,67% = SEDANG

| D. | Aspek SOSIAL

1.

Indikator 4.1

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi
dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan
oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi

Verifier 4.1.1

Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal
kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.

Bobot

1

NILAI

BAIK

Uraian Singkat
Justifikasi

PBPH PT PHK memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal
kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif tertuang dalam :

1. SOP Pengakuan Hak-hak Dasar Masyarakat Hukum Adat & Masyarakat Setempat No.
003-PHK-SSL-SOP Rev.1 tanggal 5 Oktober 2024

2. SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu No. 005-PHK-SSL-SOP tanggal 1
Desember 2016 dan revisi ke-1 tanggal 1 Desember 2021

3. SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) No. 017-PHK-SSL-SOP tanggal 1 November
2018 dan revisi 1 tanggal 1 Januari 2023

4. SOP Studi Dampak Sosial (SDS) No. 020-PHK-SSL-SOP tanggal 1 November 2018
dan revisi ke-1 tanggal 5 Oktober 2024

5. SOP Pemetaan Partisipatif (PP) (No. 019-PHK-SSL-SOP) revisi 2 tanggal 5 Oktober
2024

Hasil telaahan terhadap Prosedur PT PHK telah mengacu pada pedoman

teknis dan/atau ketentuan perundang undangan terutama Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 8 Tahun

2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan

P. 7 tahun 2021 serta peraturan lainnya.

PBPH PT PHK memiliki Prosedur kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-
hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dan
deliniasi penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat/setempat, dan
telah mengacu pada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Verifier 4.1.2

Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-
hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

Bobot

1

NILAI

BAIK

Uraian Singkat
Justifikasi

PBPH PT PHK memiliki rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan
dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
tertuang dalam :

1) Peta Sebaran Desa di Dalam Areal PT Permata Hijau Khatulistiwa
dengan skala 1:100.000, areal PT PHK masuk wilayah administrasi desa
sebagai berikut :

a) Desa Batu Balai: 936 Ha
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b) Desa Mawai Indah: 9.759 Ha
c) Desa Himba Lestari: 13.041 Ha

2 Laporan Studi Dampak Sosial (SDS) pada wilayah HTI PT Permata
Hijau Khatulistiwa Kalimantan Timur (Tahun 2023), terdapat informasi
dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional PT Permata Hijau
Khatulistiwa

Penentuan Desa Binaan didasarkan dari areal operasional perusahaan yaitu Desa
Himba Lestari, Mawai Indah dan Batu Balai. Sedangkan untuk Desa Talaga didasarkan
dari operasional logpond yang masuk dalam wilayah Desa Talaga.

3) Laporan Hasil Bukan Bukan Kayu Tahun 2021-2025 yang dimanfaatkan
oleh Masyarakat Desa Mawai Indah berupa : macam-macam ikan (ikan
haruan, ikan lais, ikan jelawat, ikan baung)

4 Data Rekapitulasi Penggarap Lahan di Areal PT Permata Hijau
Khatulistiwa Tahun 2021-2025, Perusahaan telah mengidentifikasi
klaimer dan luas lahan yang di klaim dengan sisa klaim 1.069 Ha (2025)

5 Dokumen RKUPH periode 2022-2021 sesuai dengan SK Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor 800 tahun 2024
tentang persetujuan perubahan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan
perizinan berusaha pemanfaatan hutan periode tahun 2022-2031 atas
nama PT permata hijau Khatulistiwa tanggal 12 Februari 2024

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar pada saat konsultasi
publik tanggal 11 Maret 2026 dan wawancara secara langsung, diperoleh
informasi bahwa masyarakat sekitar sebagian masih tergantung pada
SDH/SDA seperti : berburu, mencari kayu limbah, dan berkebun/berladang
diareal PT PHK, dan PT PHK telah melakukan identifikasi dilapangan.
PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki rekaman yang berisi data dan
informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan lengkap sesuai
dengan pedoman teknis dan perundangan yang berlaku.

c. | Verifier4.1.3

Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal
PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat sesuai prosedur

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Singkat Hasil deliniasi dan implementasi penandaaan batas secara partisipatif di
Justifikasi areal PBPH PT PHK yang dikuasai masyarakat tertuang dalam dokumen

sebagai berikut :

1) Peta Penetapan Batas Desa Batu Timbau dengan Desa Desa Mugi
Rahayu, Desa Beno Harapan, Desa Mawai Indah, Desa Telaga, dan
Desa Batu Timbau Ulu Kecamatan Batu Ampar sesuai SK Bupati Kutai
Timur Provinsi Kalimantan Timur nomor 24 tahun 2020 tanggal 20 Mei
2020.

2) Tersedia dokumen Berita Acara Penetapan Batas Desa Batu Balai
Dengan Desa Mawai Indah Nomor 100/106/Pem-3/11/2021 Tanggal 20
Februari 2021 Dari Pemerintah Sekertariat Daerah Kabupaten Kutai
Timur.

3) Berdasarkan Peta Sebaran Desa di dalam Konsesi PT Permata Hijau
Khatulistiwa secara administrasi masuk wilayah 3 (tiga) desa, yaitu Desa
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Batu Balai, Desa Mawai Indah, Desa Himba Lestari dan 1 desa
berdasarkan areal operasional Logpond yaitu Desa Talaga. Hasil
deliniasi pada peta luas masing-masing desa adalah sebagai berikut :
a) Desa Batu Balai: 936 Ha
b) Desa Mawai Indah: 9.759 Ha
c) Desa Himba Lestari: 13.041 Ha
4) Berdasarkan Peta Target dan Monitoring Konflik PT Permata Hijau

Khatulistiwa Tahun 2024, pada peta tersebut terdapat informasi klaim
lahan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat di areal perusahaan
dijelaskan luasan klaim lahan hingga Januari 2025, dimana pada tahun
2023 jumlah klaim seluas 1.671,2 Ha dan hingga Januari 2025 jumlah
klaim berkurang 842,3 Ha sehingga sisa klaim yang belum diselesaikan
828,9 Ha dan untuk klaim kanan kiri jalan seluas 1.215,0 Ha sehingga
luasan total yang belum selesai seluas 2.043,9 Ha. Hasil observasi
lapangan :

a)  Klaim lahan oleh masyarakat Himba Lestari berupa kebun Sawit

dengan koordinat 0°38'49,42“ N dan 116° 59'59,95" E

b)  Klaim lahan oleh masyarakat berupa kebun Sawit an. lksan
dengan koordinat 0°38'20,79 N dan 116° 59’ 0,45" E

¢) Klaim lahan oleh masyarakat Mawai Indah berupa kebun Sawit
dengan koordinat 0°35'11,27“ N dan 116° 52'17,86" E

d) Klaim lahan oleh masyarakat Mawai Indah berupa kebun Sawit
dengan koordinat 0°35' 54,28 N dan 116° 52’ 11,06 E

e) Tata Batas Partisipatif Desa Batu Timbau dan Desa Mawai Indah
dengan koordinat= 0° 36" 19,99 N dan 116° 52’ 20,08" E
5) Sampai dengan saat audit Resertifikasi ( Tahun 2026), penandaan
batas secara partisipatif di lapangan sesuai peta deliniasi mencapai 100
% dan untuk areal operasional telah temu gelang 100%, namun masih
terdapat perladangan atau klaim lahan di dalam areal yang telah
diselesaikan dari luasan total 2.886,2 ha (2021) dapat diselesaikan
seluas 1.444,5 Ha atau sebesar 50,05 % dan tersisa 1.069 Ha.
Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar pada saat konsultasi
publik tanggal 11 Maret 2026 dan wawancara secara langsung, diperoleh
informasi bahwa masih banyak areal yang klaim oleh masyarakat di dalam
areal perusahaan yang belum diselesaikan.
PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan deliniasi terhadap
luas wilayah masing-masing desa dalam peta kerja, serta PT Permata Hijau
Khatulistiwa telah melakukan deliniasi terhadap klaim lahan oleh
masyarakat/ kelompok masyarakat namun belum seluruhnya dilakukan
penandaan secara partisipatif berdasarkan kesepakatan.

Nilai Kinerja
Indikator 4.1

(10/12) x 100% = 83.33 % = BAIK

2. | Indikator 4.2

Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik
yang sistematis dan terukur

a. | Verifier 4.2.1

Tersedia laporan pemetaan potensi konflik

Bobot

2
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NILAI

SEDANG

Uraian Singkat
Justifikasi

Pada periode Resertifikasi (Tahun 2026), PBPH PT PHK telah menyusun
Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik berdasarkan Perdirjen
PHPL P.5 Tahun 2016 jo lampiran V PermenLHK Nomor : P. 8 Tahun 2021
Tentang Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik pada pemegang PBPH,
telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Prov. Kaltim sedang ke BPHL
Wil. XIlI (sebelumnya XI) Samarinda, akan tetapi bukti tanda terima tidak
lengkap.

Berdasarkan data diatas, bahwa klaim yang ada di dalam areal berupa
kebun sawit, kebun karet, bangunan rumah, kebun buah-buahan, sarang
walet dan lainnya, telah tersedia laporan hasil pemetaan konflik dan telah
dilaporkan setiap 6 bulan sekali, namun untuk konflik kanan kiri jalan
poros kabupaten belum terdapat dalam laporan konflik.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Direktorat PUPH (tanggal 9 Maret
2026), bahwa PT PHK belum melaporkan hasil pemetaan konflik dan
realisasi pengelolaan konflik secara on line di SIPASHUT secara berkala.

Verifier 4.2.2

Tersedia mekanisme resolusi konflik

Bobot

1

NILAI

BAIK

Uraian Singkat
Justifikasi

PBPH PT PHK memiliki Prosedur/mekanisme resolusi konflik yang ada di
arealnya tertuang dalam :

1) SOP Penanganan Klaim, Tuntutan, Permohonan Bantuan dan
Pembalakan Liar No. 001-PHKSSL-SOP Rev. 1 tanggal 30 Juni 2025

2) SOP Penyelesaian Konflik Lahan No. 018-PHK-SSL-SOP Rev.2 tanggal
30 Juni 2025.

3) SOP Penyelesaian Konflik Lahan No. 018-PHK-SSL-SOP Rev.3 tanggal
17 Maret 2026

Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, SOP telah mengacu pada
PermenLHK Nomor : P.8 Tahun 2021 (Lampiran V).

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar, diperoleh
informasi bahwa masyarakat sudah memahami proses untuk menyelesaikan
konflik dengan Perusahaan, yaitu melalui desa dalam hal ini kepala desa
terlebih dahulu kemudian sampaikan ke Perusahaan melalui humas
selanjutnya disampaikan ke pimpinan perusahaan.

PBPH PT PHK memiliki mekanisme resolusi konflik yang telah
mengakomodir potensi konflik yang ada, telah disosialisasikan, dan telah
disepakati oleh para pihak.

Verifier 4.2.3

Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan
pendanaan

Bobot

1

NILAI

BAIK

Uraian Singkat
Justifikasi

PBPH PT PHK telah memiliki kelembagaan penanganan konflik yang

didukung dengan pendanaan sebagai berikut :

1) Berdasarkan SK Direksi PT Permata Hijau Khatulistiwa No:
001/DIR/PHK/I2021 tanggal 10 Januari 2021 tentang Kelembagaan
Penyelesaian Konflik (dilengkapi dengan Petugas/Lembaga
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Penyelesaian Konflik PT PHK dengan melibatkan Pihak Eksternal) dan
diperbaharui dengan SK Direksi PT Permata Hijau Khatulistiwa No:
001/DIR/PHK/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Kelembagaan
Penyelesaian Konflik (dilengkapi dengan Petugas/Lembaga
Penyelesaian Konflik PT Permata Hijau Khatulistiwa dengan melibatkan
Pihak Eksternal)

2) SKDireksi PT Permata Hijau Khatulistiwa No 001/DIR/PHK/I/2054
tanggal 31 Januari 2025 tentang Kelembagaan Penyelesain Konflik.
Lampiran dari SK ini yaitu Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik,
yaitu:

- Ketua: Direktur (Junaidi Bangun)

- Dibantu oleh HR Opr. Manager, Manager SSL, Litigation, SSL
Estate, Estate manager dan Planning, Security Guard Indonesia dan
Stakeholder

- Stakeholder seperti Tingkat Kecamatan (Camat Muara Bengkal dan
Batu Ampar), Kepala Desa Mawai Indah, Himba Lestari, Batu Balai,
Kapolsek, Kepala KPHP Bengalon, Staf Dinas Kehutanan

Di dalam pelaksanaan penyelesaian konflik, penanggungjawab penyelesaian
konflik melakukan koordinasi internal maupun pihak eksternal baik pihak
klaimer atau pemerintah ditingkat Desa ataupun ditingkat Kecamatan,
Kabupaten pada kondisi tertentu ditingkat Provinsi jika dipandang perlu. PT
Permata Hijau Khatulistiwa memiliki pendanaan yang baik dalam
penyelesaian konflik hal ini terlihat dari penyelesain konflik yang dilakukan
terhadap masyarakat dimana tersedia rencana penadanaan penyelesaian
konflik setiap tahunnya yaitu:

1) Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Resolusi Konflik PT
Permata Hijau Khatulistiwa Tahun 2021 sebesar Rp 1.436.340.000
untuk penyelesaian klaim seluas 1.197 Ha

2 Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Resolusi Konflik PT
Permata Hijau Khatulistiwa Tahun 2022 sebesar Rp 1.370.325.000
untuk penyelesaian klaim seluas 913,6 Ha

3 Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk Resolusi Konflik
Lahan PT Permata Hijau Khatulistiwa Tahun 2023 dengan anggaran
Rp. 1.689.200.000,-

4 Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk Resolusi Konflik
Lahan PT Permata Hijau Khatulistiwa Tahun 2024 dengan anggaran
Rp 1.266.000.000,-

5 Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk Resolusi Konflik
Lahan PT Permata Hijau Khatulistiwa Tahun 2025 dengan anggaran
Rp 846.900.000,-

Hasil wawancara dengan Bagian Kelola Sosial, selama ini apabila ada
konflik dengan masyarakat sekitar, diselesaikan dengan musyawarah dan
kekeluargaan dengan mengikutsertakan Kepala Desa, Tokoh Adat/Tokoh
Masyarakat setempat, serta mengikut sertakan pihak Muspika.

PBPH PT PHK memiliki struktur organisai/lembaga penanganan resolusi
konflik yang melibatkan para pihak, dan telah dilengkapi dengan job
description dan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang
pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik.
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d. | Verifier 4.2.4

Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik

Bobot 1

NILAI BURUK

Uraian Singkat Pada periode audit Resertifikasi (Tahun 2026), PT PHK memiliki hasil
Justifikasi identifikasi potensi konflik yang ada di arealnya meliputi :

1. Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Resolusi Konflik PT
Permata Hijau Khatulistiwa Tahun 2021 sebesar Rp 1.436.340.000
untuk penyelesaian klaim seluas 1.197 Ha

2. Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Resolusi Konflik PT
Permata Hijau Khatulistiwa Tahun 2022 sebesar Rp 1.370.325.000
untuk penyelesaian klaim seluas 913,6 Ha

3. Rencana Kegiatan dan kebutuhan anggaran untuk penyelesaian konflik
PT Permata Hijau Khatulistiwa Tahun 2023, rencana Penyelesaian
klaim sebanyak 4 blok seluas 1.671,2 Ha, dengan anggaran Rp
1.689.200.000

4. Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk Resolusi Konflik
Lahan PT Permata Hijau Khatulistiwa 2024, Penyelesaian Klaim seluas
1.248 Ha dengan anggaran Rp 1.266.000.000

5. Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk Resolusi Konflik
Lahan PT Permata Hijau Khatulistiwa 2025, Penyelesaian Klaim seluas
828,9 Ha dengan anggaran Rp 846.900.000

Pada dokumen Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Resolusi

Konflik PT PHK, dijelaskan mengenai lokasi, luas target, biaya, dan lainnya.

Selain itu target penyelesaian ini telah sesuai dengan hasil pemetaan konflik,

namun belum tersedia rencana penyelesaian untuk konflik/klaim lahan

yang berada di kanan Kkiri jalan poros seluas 1.215 Ha.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah

memiliki dokumen rencana target penyelesaian konflik beserta anggaran dan

luasan, namun belum terhadap seluruh konflik serta rencana resolusi
konflik belum terdapat dalam dokumen RKUPH.

e. | Verifier4.2.5

Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Singkat Pada periode Audit Resertifikasi (Tahun 2026), PT PHK telah menyusun
Justifikasi beberapa realisasi kronologis penanganan konflik yang ada di arealnya,

tertuang dalam dokumen target dan monitoring evaluasi konflik sebagai
berikut :

1) Tahun 2021 : Rencana 97,0 Ha, Realisasi: 60,4 Ha ( 62,52 %)

2 Tahun 2022 : Rencana 913,6 Ha, Realisasi: 781,9 Ha ( 85,58 %)
Tahun 2023 : Rencana 1.671,2 Ha, Realisasi: 423,2 Ha (25,32%)
Tahun 2024 : Rencana 1.248,0 Ha, Realisasi: 419,1 Ha (33,58 %)

Tahun 2025 : Rencana 828,9 Ha, Realisasi: masih dalam proses
penyelesaian

K& RRE e
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6) Untuk kanan kiri jalan aspal tidak direncanakan sehingga persentase
pelaksanaan realisasi dari perencanaan penyelesaian konflik

Rata-rata realisasi penanganan konflik sebesar = 51,75 %

Perusahaan telah mendokumentasikan kegiatan penyelesaian konflik klaim

lahan seperti:

1) Kronologis Penguasaan Lahan KT Kekasih Indo (Abid Anzir) Desa
Mawai Indah, dibuat tanggal 28 September 2021

2 Kronologis Claim Lahan Kelompok Rudi Cs di Blok G PT PHK KM 7,
dibuat tanggal 15 Agustus 2022

3 Kronologis Lahan Sawit yang Terendam an. Bahar, dibuat tanggal 4
September 2022.

4 Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan ada 3 MoU (luas 640,3 Ha),
dengan 2 (dua) desa sekitar

5 Berita Acara Penyerahan Dana Tali Asih a.n Suryadi A. tanggal 6 April
2023. Pada dokumen ini dijelaskan bahwa lokasi lahan seluas 16,14 Ha
telah dilakukan tali Asih sebesar Rp 24.300.000 di Blok G

6) Berita Acara Penyerahan Dana Tali Asih A.n Suriansyah tanggal 10 Juli
2023 seluas 241,0 Ha sebesar Rp 287.780.000 di blok G dan F

7) Berita Acara Penyerahan Dana Peralihan Lahan PHBM-Tali Asih a.n KT
Luah Jeh tanggal 14 Desember 2023 seluas 166,1 Has sebesar Rp
168.591.500

8) Berita Acara Penyerahan Dana Peralihan Lahan PHBM-Tali Asih a.n
Sahril tanggal 16 Mei 2024 seluas 419,1 Ha sebesar Rp 419.100.000

Selain tali asih terdapat contoh dokumen penyelesaian konflik lainnya

seperti:

1) BA Penyerahan Mobil INNOVA KT 1533 KN an, KT Kekasih Indo (Abid
Ansir S. Tuwo)

2 Berita Acara Penyerahan Dana Operasional Penyelesaian Masalah
Hauling a.n Asmuransyah tanggal 21 Maret 2023 pembayaran tahap |
Rp 10.000.000 dan akan dilanjutkan tahap Il Rp 40.000.000

3) Berita Acara Penyerahan Ganti rugi Tanam Tumbuh a.n Asmuransyah
tanggal 21 Maret 2023 sebesar Rp 100.000.000 akibat 62 pohon kelapa
sawit tergusur

4 Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi Tanam Tumbuh a,n Baharudin
tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp 160.000.000 akibat 313 pohon
kelapa sawit terendam

5 Berita Acara Penyerahan Dana Ganti Rugi Tanam Tumbuh a.n Edi
Sopian tanggal 18 Januari 2025 sebesar Rp 30.000.000 terhadap pohon
kelapa sawit milik Pak Edi S

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang ada dapat disimpulkan bahwa

realisasi penyelesaian konflik yang telah direalisasikan di tahun 2021-2025

sebesar 51,75 % dan tersedia dokumen penyelesaiannya

Dalam upaya penyelesaian konflik PT PHK selalu berkoordinasi dan

mengikutsertakan para pihak seperti : Aparat Pemerintah Desa, Tokoh Adat,

Tokoh masyarakat dan Muspika setempat.

PBPH PT PHK telah menyusun realisasi kronologis penanganan konflik

berupa kegiatan Identifikasi, Patroli, sosialisasi dan perbaikan jalan desa
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binaan, dan PT PHK telah membuat laporan secara periodik setiap
semester (6 bulanan) dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang,
namun tidak sesuai dengan tata waktunya.
f. | Verifier 4.2.6 Legalitas kemitraan konsesi hutan
Bobot 2
NILAI BURUK
Uraian Singkat Pada periode Resertifikasi (tahun 2026), PT PHK belum ada kegiatan
Justifikasi administrasi dalam rangka proses legalitas kemitraan konsesi hutan dengan
masyarakat setempat, PT PHK belum memiliki dokumen Nota Kesepahaman
(MoU) dalam rangka Kemitraan Konsesi Hutan.
Implementasi kemitraan dengan masyarakat saat ini berbentuk Kerjasama
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada areal yang diklaim
oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dengan kesepakatan bahwa
lahan klaim yang berada di areal PT PHK dibuat perjanjian dengan
ketentuan bahwa areal tersebut dilakukan penanaman kayu jenis Akasia dan
atau Eukaliptus oleh PT PHK dan setelah panen nanti masyarakat/klaimer
mendapatkan pembagian hasil sebesar Rp. 10.000,- per ton dari tonase
kayu yang dihasilkan pada lahan tersebut.
Nilai Kinerja (17/27) x 100% = 62,96 % = SEDANG
Indikator 4.2
3. | Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang
adil antar para pihak
a. | Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh
aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian Singkat Dokumen/laporan datadan informasi masyarakat hukum adat dan/atau
Justifikasi masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas

pengelolaan SDH PT PHK meliputi :

1)  Peta Sebaran desa yang berada di Dalam Areal skala 1:100.000, areal PT PHK
sebagian masuk wilayah administrasi 3 desa yaitu Desa Himba Lestari, Mawai Indah
dan Batu Balai

2) Dukumen Sosial Impact Assesment PT PHK oleh Ecositrop tahun 2023, dalam
dokumen ini terdapat informasi dampak sosial yang timbul akibat kegiatan operasional
PT PHK

3) Laporan hasil Butan Bukan Kayu setiap tahun 2023-2024, pada dokumen ini
menjelaskan aktivitas masayarkat di areal PT PHK antara lain : mencari ikan

4) Identifikasi Konflik PT Permata Hijau Khatulistiwa, dalam dokumen ini dijelaskan
mengenai nama kalimers, lokasi, luasan klaim

5) Pemanfaatan tenaga kerja lokal tahun 2021 — 2025 rata-rata 47,49 %

6) Pemanfaatan kontraktor yang berasal dari Lokal rata-rata sebesar 37,93 %

7)  Dokumen RKUPH periode 2022-2021 sesuai dengan SK Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor 800 tahun 2024, terdapat informasi jangka
panjang PT PHK

8) RKTPH PT PHK Tahun 2021 - 2025, terdapat informasi rencana dan realiasasi
kegiatan operasional PT PHK tahun berjalan
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9) BAST Kegiatan Kelola Sosial PT PHK Tahun 2021- 2025 (sesuai kegiatannya),
termasuk pembayaran Fee Produksi.

10) Kesepakatan kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan
masyarakat sekitar
Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Permata Hijau
Khatulistiwa memiliki data dan informasi yang terkait dengan dampak sosial
yang timbul akibat kegiatan operasional seperti pemanfaatan karyawan lokal,
kontraktor dari lokal yang bekerjasama dengan PT PHK, laporan HHBK yang
dimanfaatkan masyarakat, Kerjasama PHBM, data klaim telah teridentifikasi
dan telah diperbaharui.

b. | Verifier 4.3.2 .| Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
Bobot Co
NILAI : | SEDANG
Uraian Singkat | : | PBPH PT PHK memiliki kebijakan/prosedur terkait peningkatan peran serta
Justifikasi ekonomi masyarakat yang tertuang dalam :

1. SOP Program Pertanian Terpadu 007-PHK-SSL-SOP Rev.1 tanggal 17
Maret 2026. SOP ini dibuat untuk menjelaskan petunjuk dan tanggung
jawab pelaksanaan program, telah mengacu pada peraturan terbaru.

2. SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu No. 005-PHK-SSL-SOP
tanggal 1 Desember 2016 dan revisi ke-1 tanggal 1 Desember 2021

3. SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) No. 017-PHK-SSL-SOP tanggal 1
November 2018 dan revisi 1 tanggal 1 Januari 2023

4. SOP Penetapan Program, Anggaran, dan Pelaporan CSR No. 009-PHK-
SSL-SOP Rev.0 tanggal 1 Desember 2016

5. SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola kemitraan No. 012-PHK-SSL-
SOP tanggal 1 November 2018 dan revisi 1 tanggal 5 Oktober 2024

6. SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK) No. 015-PHK-
SSL-SOP tanggal 1 November 2018 dan revisi 2 tanggal 5 Oktober 2024

7. SOP Kelola Sosial (CSR) No. 014-PHK-SSL-SOP tanggal 1 November
2018 dan revisi 1 tanggal 5 Oktober 2024
8. SOP Pelaksanaan Program No 010-PHK-SSL-SOP tanggal 1 Desember
2016 dan revisi 1 tanggal 5 Oktober 2024
Berdasarkan hasil konsultasi publik dan wawancara langsung diperoleh
informasi bahwa masyarakat belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait
SOP peningkatan ekonomi yang ada, sedangkan untuk masyarakat yang
telah bekerjasama kemitraan (PHBM) telah mengetahui prosedur tersebut.
PBPH PT PHK memiliki Prosedur yang mengakomodir peningkatan peran
serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dimana aktivitas
masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya tetap
diperbolehkan dan telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau
ketentuan perundang-undangan namun belum seluruhnya
disosialisasikan.

c. | Verifier4.3.3 .| Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat

Bobot o
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NILAI : | SEDANG
Uraian Singkat | : | PBPH PT PHK memiliki dokumen rencana yang memuat upaya peningkatan
Justifikasi aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat

setempat tertuang dalam :

1. Dokumen RKUPH periode 2022-20231 sesuai dengan SK Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor 800 tahun 2024
tentang persetujuan perubahan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan
perizinan berusaha pemanfaatan hutan periode tahun 2022-2031 atas
nama PT Permata Hijau Khatulistiwa tanggal 12 Februari 2024

2. Dokumen RKTPH PT PHK Tahun 2021 - 2025, telah diterbitkan secara
self approval dantelah disahkan sesuai keputusan Direktur PT Permata
Hijau Khatulistiwa, pada dokumen ini dijelaskan rencana dan realisasi
kelola sosial pada tahun berjalan

3. Project Plan Community Development PT PHK Tahun 2021-2025.
Dokumen ini menjelasakan rencana kegiatan dan anggaran kelola sosial
dengan sasaran desa

4. Kesepakatan Kerjasama antara PT Permata Hijau Khatulistiwa dengan
Pemanfaatan Danau (Ikan) No. 01/SPK-CD-PK/PHK/IX/2023 tanggal 25
September 2023. Pada dokumen ini dijelaskan bahwa masyarakat tidak
boleh merusak atau mengalih fungsikan lokasi yang telah ditetapkan
sebagai objek kerjasama, tidak boleh membawa keluar dan
mendistribusi untuk pihak lain dan lainnya

5. Mou/kesepakatan dengan masyarakat terkait kerjasama Pengelolaan
Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) seperti contoh sebagai berikut:

a) Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutananan antara PT Permata
Hijau Khatulistiwa dengan Anitha Cristine No. 28/PHK-
Leg/PKKMH/VIII2022 tanggal 12 Agustus 2022. Pada dokumen ini
dijelaskan bahwa lahan seluas 10 Ha dikerjasamakan dalam
program Kerjasama Kemitraan Kehutanan dengan pembayaran Rp
10.000 per ton

b) Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutananan antara PT Permata
Hijau Khatulistiwa dengan Aswin No. 34/PHK-Leg/PKKMH/XI1/2023
tanggal 4 Desember 2023. Pada dokumen ini dijelaskan bahwa
lahan seluas 31,4 Ha dikerjasamakan dalam program Kerjasama
Kemitraan Kehutanan dengan pembayaran Rp 10.000 per ton

c) Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutananan antara PT Permata
Hijau Khatulistiwa dengan H Nuing No. 35/PHK-
Leg/PKKMH/XI1/2023 tanggal 4 Desember 2023. Pada dokumen ini
dijelaskan bahwa lahan seluas 3,8 Ha dikerjasamakan dalam
program Kerjasama Kemitraan Kehutanan dengan pembayaran Rp
10.000 per ton

Hasil telaahan terhadap dokumen rencana Kegiatan Kelola Sosial PT PHK

yang terdapat dalam Dokumen RKUPH, RKTPH dan Rencana Operasional

Kelola Sosial yang dilaksanakan pada tahun berjalan, belum

sinkron/sesuai antara rencana jangka panjang dalam RKUPH dengan

rencana yang ada dalam RKTPH maupun Project Plan Community

Development CSR-CD serta belum dirinci kegiatannya masing-masing

desa binaan.
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PBPH PT PHK memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai
kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat namun kurang lengkap dan belum
mengakomodir aspirasi masyarakat.

d. | Verifier4.3.4 .| Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan
peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya

Bobot L2
NILAI : | SEDANG
Uraian Singkat | : | PBPH PT PHK telah melakukan implementasi kegiatan peningkatan ekonomi
Justifikasi produktif masyarakat yang tertuang dalam :
1) Penyerapan tenaga kerja lokal PT Permata Hijau Khatulistiwa :
a) Tahun 2021 sebesar 49,3 % (75 orang dari 147
karyawan)
b) Tahun 2022 sebesar 60,32 % (76 orang dari 126
karyawan)
c) Tahun 2023 - 2024 sebesar 35,0 % (39 dari 112
karyawan)
d) Tahun 2025 sebesar 45,37 % (ada 54 dari 119
karyawan)
Rata - rata sebesar 47,49 %
2) Pemanfataan kontraktor dari lokal :
a) Tahun 2021 - 2022 sebesar 20,0 % ( ada 2 dari 10
kontraktor)
b) Tahun 2023 - 2024 sebesar 50,0 % (ada 7 dari 14
kontraktor)
c) Tahun 2025 sebesar 50,0 % ( 8 dari 16 kontraktor)
Rata-rata sebesar 40,0 %
3) Karyawan kontraktor yang berasal dari lokal sebesar 13,85 %
(36 dari 260 karyawan)
4) Bantuan bidang usaha produktif dan pemberdayaan
masyarakat :
a) Tahun 2021 - 2022 sebesar 40,28 %
b) Tahun 2023 - 2024 sebesar 83,90 %
c) Tahun 2025 sebesar 93,33 %
Rata-rata sebesar 72,50 %
5 Pembayaran fee PHBM sebesar 100 % (sesuai kesepakatan)
6) Kemitraan konsesi dengan masyarakat sekitar belum ada, atau
0%
Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT
PHK sebesar:
(47,49 +40,0 +13,85+72,50 + 100+ 0 ) % : 6 = 45,64 % (< 50 %)
Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif PT PHK terhadap
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan
peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, mencapai 45,64 % (< 50%) dari
rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.

Halaman 44 dari 70




Truw

O
W

Komite Akreditasi Naslona
LPVI-017-IDN

/  VKAN

F1-02.15 Rev.1

Nilai Kinerja
Indikator 4.3

(11 115) x 100% = 73,33 % = SEDANG

4. | Indikator 4.4

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku

a. | Verifier4.4.1

Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan
lingkungan Pemegang PBPH

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Singkat PBPH PT PHK memiliki dokumen/laporan hasil identifikasi kebutuhan
Justifikasi masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan

meliputi :

v" Kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
v’ Kerjasama Pemanfaatan HHBK (mencari ikan di danau)
v' Bantuan lainnya sesuai usulan/proposal dari masyarakat.

PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki program tanggung jawab

sosial dan lingkungan dimana sebagian program dalam prosesnya

melibatkan masyarakat desa terdampak dan / atau pihak lain meliputi :

1) Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutananan antara PT Permata Hijau
Khatulistiwa dengan Aswin No. 34/PHK-Leg/PKKMH/XI1/2023 tanggal 4
Desember 2023. Pada dokumen ini dijelaskan bahwa lahan seluas 31,4
Ha dikerjasamakan dalam program Kerjasama Kemitraan Kehutanan
dengan pembayaran Rp 10.000 per ton

2 Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutananan antara PT Permata Hijau
Khatulistiwa dengan H. Nuing No. 35/PHK-Leg/PKKMH/XII/2023 tanggal
4 Desember 2023. Pada dokumen ini dijelaskan bahwa lahan seluas 3,8
Ha dikerjasamakan dalam program Kerjasama Kemitraan Kehutanan
dengan pembayaran Rp 10.000 per ton

3 Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutananan antara PT Permata Hijau
Khatulistiwa dengan H. Salasing No. 151/PHK-Leg/PKKMH/11/2024
tanggal 3 Februari 2024. Pada dokumen ini dijelaskan bahwa lahan
seluas 10,9 Ha dikerjasamakan dalam program Kerjasama Kemitraan
Kehutanan dengan pembayaran Rp 10.000 per ton

4 Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutananan antara PT Permata Hijau
Khatulistiwa dengan Abu Bakar No. 152/PHK-Leg/PKKMH/11/2024
tanggal 3 Februari 2024. Pada dokumen ini dijelaskan bahwa lahan
seluas 4,2 Ha dikerjasamakan dalam program Kerjasama Kemitraan
Kehutanan dengan pembayaran Rp 10.000 per ton

5 Kesepakatan Kerjasama antara PT Permata Hijau Khatulistiwa dengan
Pemanfaatan Danau (Ikan) No. 01/SPK-CD-PK/PHK/IX/2023 tanggal 25
September 2023. Pada dokumen ini dijelaskan bahwa masyarakat tidak
boleh merusak atau mengalih fungsikan lokasi yang telah ditetapkan
sebagi objek kerjasama, tidak boleh membawa keluar dan mendistribusi
untuk pihak lain dan lainnya.

Untuk kegiatan CSR perusahaan dan masyarakat belum menyepakati

program prioritas dimana hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan

Sekdes Desa Batu Balai (Bpk. Rusdi), Sekdes Desa Himba Lestari (Bpk.

Ruslan) dan Sekdes Desa Mawai Indah (Pak Maryoto) menjelaskan bahwa
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saat ini program CSR masih mengacu pada dokumen perjanjian PHBM dan
proposal dari desa, namun belum ada program prioritas yang disepakati.
Berdasarkan hasil telaahan dokumen dan hasil wawancara dengan wakil
masyarakat sekitar diperoleh informasi, PBPH PT PHK memiliki hasil
identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab
sosial & lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa
terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum
komunikasi/konsultasi/ koordinasi berupa kesepakatan PHBM, sedangkan
untuk kegiatan CSR belum ditentukan program prioritas masih
berdasarkan proposal/ usulan dari masyarakat.

b. | Verifier 4.4.2

Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan
pemegang PBPH sesuai ketentuan

Bobot 1

NILAI BAIK

Uraian Singkat Pada periode audit Resertifikasi (Tahun 2026), PT PHK memiliki dokumen
Justifikasi rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup

sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana

prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi tertuang

dalam dokumen :

1) Dokumen RKUPH periode 2022-20231 sesuai dengan SK Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor 800 tahun 2024

2) Dokumen RKTPH PT PHK Tahun 2021 - 2025, telah diterbitkan secara
self approval dantelah disahkan sesuai keputusan Direktur PT Permata
Hijau Khatulistiwa

3) Project Plan Community Development PT PHK Tahun 2021-2025

4) Moul/kesepakatan dengan masyarakat terkait kerjasama Pengelolaan
Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Pemanfaatan HHBK
(memanfatkan danau)

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, terdapat perbedaan/tidak

sinkron antara rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang

terdapat dalam dokumen RKUPH dan RKTPH dan RO. Dalam RKUPH

terdapat rencana kerjasama kemitraan dengan masyarakat, namun dalam

RKTPH/RO tidak terdapat rencana kegiatan tersebut.

Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial & wakil masyarakat sekitar

pada saat acara konsultasi publik tanggal 11 Maret 2025 dan wawancara

langsung, diperoleh informasi bahwa sebagian masyarakat telah

mendapatkan sosialisasi terkait identifikasi kebutuhan dan program tanggung

jawab sosial dari PT PHK.

PBPH PT PHK memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan
lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas
dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan
hasil identifikasi.

c. | Verifier4.4.3

Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan
lingkungan oleh pemegang PBPH

Bobot

1

NILAI

BAIK
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Uraian Singkat | : | Pada periode audit Resertifikasi (Tahun 2026), PT PHK memiliki mekanisme
Justifikasi terkait implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan

lingkungan antara lain :

a) SOP Program Pertanian Terpadu 007-PHK-SSL-SOP tanggal 1
Desember 2016

b) SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu No. 005-PHK-SSL-SOP
tanggal 1 Desember 2016 dan revisi ke-1 tanggal 1 Desember 2021

c) SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) No. 017-PHK-SSL-SOP tanggal 1
November 2018 dan revisi 1 tanggal 1 Januari 2023

d) SOP Penetapan Program, Anggaran, dan Pelaporan CSR No. 009-PHK-
SSL-SOP Rev.0 tanggal 1 Desember 2016

e) SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola kemitraan No. 012-PHK-SSL-
SOP tanggal 1 November 2018 dan revisi 1 tanggal 5 Oktober 2024

f)  SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK) No. 015-PHK-
SSL-SOP tanggal 1 November 2018 dan revisi 2 tanggal 5 Oktober 2024

g) SOP Kelola Sosial (CSR) No. 014-PHK-SSL-SOP tanggal 1 November
2018 dan revisi 1 tanggal 5 Oktober 2024

h) SOP Pelaksanaan Program No 010-PHK-SSL-SOP tanggal 1 Desember
2016 dan revisi 1 tanggal 5 Oktober 2024

Prosedur yang dimiliki telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PBPH PT PHK memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab perusahaan kepada
sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya program prioritas memuat tugas dan
tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan.

d. | Verifier4.4.4 .| Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan
oleh pemegang PBPH
Bobot D2
NILAI : | SEDANG
Uraian Singkat | : | Pada periode audit Resertifikasi (Tahun 2026), PT PHK telah melakukan
Justifikasi kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan bukti :

1. BA Sosialisasi Terpadu PT PHK dengan desa Masyarakat Himba Lestari
tanggal 15 Februari 2021 ( materi RKT Tahun 2021, Visi Misi, Kawasan
Lindung, Dalkarhut, Flora & Fauna), Program Rencana Kerjasama
Kemitraan Kehutanan/PHMB tahun 2021

2. BA Sosialisasi Terpadu PT PHK dengan desa Masyarakat Mawai Indah
tanggal 20 Februari 2021 ( materi RKT Tahun 2021, Visi Misi, Kawasan
Lindung, Dalkarhut, Flora & Fauna), Program Rencana Kerjasama
Kemitraan Kehutanan/PHMB tahun 2021

3. BA Sosialisasi Terpadu PT PHK dengan desa Masyarakat Batu Balai
tanggal 26 Februari 2021 ( materi RKT Tahun 2021, Visi Misi, Kawasan
Lindung, Dalkarhut, Flora & Fauna), Program Rencana Kerjasama
Kemitraan Kehutanan/PHMB tahun 2021

4. BA Sosialisasi Terpadu PT PHK dengan desa Masyarakat Himba Lestari
tanggal 1 Februari 2022 ( materi RKT Tahun 2022, Visi Misi, Kawasan
Lindung, Dalkarhut, Flora & Fauna), Program Rencana Kerjasama
Kemitraan Kehutanan/PHMB tahun 2022
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5. BA Sosialisasi Terpadu PT PHK dengan desa Masyarakat Mawai Indah
tanggal 1 April 2022 ( materi RKT Tahun 2022, Visi Misi, Kawasan
Lindung, Dalkarhut, Flora & Fauna), Program Rencana Kerjasama
Kemitraan Kehutanan/PHMB tahun 2022

6. BA Sosialisasi Terpadu PT PHK dengan desa Masyarakat Batu Balai
tanggal 21 April 2022 ( materi RKT Tahun 2022, Visi Misi, Kawasan
Lindung, Dalkarhut, Flora & Fauna), Program Rencana Kerjasama
Kemitraan Kehutanan/PHMB tahun 2022

7. BA Sosalisasi Terpadu PT Permata Hijau Khatulistiwa dengan
Masyarakat Desa Mawai indah tanggal 26 Januari 2023 yang dihadiri
oleh 20 orang

8. BA Sosalisasi Terpadu PT Permata Hijau Khatulistiwa dengan
Masyarakat Desa Himba Lestari tanggal 1 Februari 2023 yang dihadiri
oleh 20 orang

9. BA Sosalisasi Terpadu PT Permata Hijau Khatulistiwa dengan
Masyarakat Desa Mawai indah tanggal 4 Maret 2024 yang dihadiri oleh
15 orang

10. BA Sosalisasi Terpadu PT Permata Hijau Khatulistiwa dengan
Masyarakat Desa Himba Lestari tanggal 8 Maret 2024 yang dihadiri oleh
14 orang

11. BA Sosalisasi Terpadu PT Permata Hijau Khatulistiwa dengan
Masyarakat Desa Himba Lestari, Mawai Indah, Telaga dan Batu Balai
tanggal 12 Februari 2025 di Kecamatan Muara Bengkal yang dihadiri
oleh 26 orang

12. BA Sosalisasi Terpadu PT Permata Hijau Khatulistiwa dengan
Masyarakat Desa Himba Lestari, Mawai Indah, Telaga dan Batu Balai
tanggal 9 Februari 2026 di Kecamatan Muara Bengkal yang dihadiri oleh
26 orang

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar pada saat konsultasi

publik dan wawancara langsung, diperoleh informasi bahwa PT PHK telah

melakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak, namun tidak dilakukan
secara rutin serta belum disampaikan program prioritas tanggung jawab
sosial dan lingkungan PT PHK kepada masing-masing desa binaan.

PBPH PT PHK telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat

sekitar terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan dan

tersedia sebagian bukti proses, serta hasil sosialisasinya terdokumentasi
secara lengkap.

e. | Verifier4.4.5

Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang
PBPH

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Singkat Pada periode Audit resertifikasi (Tahun 2026), PT PHK memiliki rencana dan
Justifikasi realisasi kegiatan CSR/Kelola Sosial sebagai berikut :

Rencana dan realisasi kegiatan kelola sosial PT PHK tahun 2021 — 2025

No. | Tahun | Rencana | Realisasi % Keterangan
(Rp.) (Rp.)
1 2021 76.000.000 30.441.000 40,05
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2022 139.000.000 199.750.240 143,39 | Perb. Jalan 265 %

2023 186.000.000 76.880.000 41,33

2024 168.500.000 139.787.649 82,96 | Perb. Jalan 350 %

gl |wWw|DN

2025 107.000.000 134.375.272 125,58 | Perb. Jalan 370 %

Jumlah 433,31

Rata-rata 85,66

Sumber : Laporan Community Development PT PHK tahun 2021 - 2025
Kegiatan Kelola Sosial PT PHK Tahun 2021 - 2025 meliputi :
a) Bantuan pendidikan (peralatan sekolah)
b) Bantuan pengobatan masyarakat
c) Penyuluhan/pelatihan budidaya lele, ikan nila, rosela, pisang
cavendis, dll.
d) Bantuan bibit (buah) dan saprotan (pupuk,dll)
e) Bantuan keagamaan (HUT R, hari besar dan hewan kurban)
f) Perbaikan jalan menuju di desa binaan

g) Kerjasama kemitraan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
(PHBM)

h) Pemanfaatan tenaga kerja lokal rata-rata 53,11 %
Realisasi pelaksanaan tanggung jawab PT PHK tahun 2021 - 2025, rata-
rata sebesar 85,66 %, akan masih belum maksimal dan belum ada
kegiatan terkait peningkatan ekonomi produktif seperti kerjasama
kemitraan dan kerjasama dengan koperasi/
BUMD.
PBPH PT PHK memiliki realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan
lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan, dan belum seluruhnya
dilaporkan ke instansi yang berwenang (Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dan
BPHL XIIl Samarinda yang dibukti tanda terima).

Nilai Kinerja
Indikator 4.4

(17/24 ) x 100 % = 70,83 % = SEDANG

5. | Indikator 4.5

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga
Kerja

a. | Verifier 4.5.1

Ketersediaan sarana hubungan industrial

Bobot

1

NILAI

BAIK

Uraian Singkat
Justifikasi

PBPH PT PHK memiliki dokumen sarana hubungan industrial terhadap
karyawannya tertuang dalam :

e Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2022 - 2024 sebagai dasar
hubungan industrial dengan karyawannya yang telah disahkan oleh
Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP. 560/1730/B.PHI
& JAMSOSTEK/2022 tanggal 8 Juni 2022 dengan masa berlaku 2
tahun (sampai 7 Juni 2024), terdapat bukti sosialisasi PP kepada
karyawan (tersedia bukti brefing pagi tanggal 3 Januari 2022)

e Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2025 - 2027 sebagai dasar
hubungan industrial dengan karyawannya yang telah disahkan oleh
Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur Nomor:
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500.15.12.1/3258/B.PHI & JAMSOSTEK/ 2025 tanggal 30 Juni 2025
dengan masa berlaku 2 tahun (sampai 29 Juni 2027), terdapat bukti
sosialisasi PP kepada karyawan pasa saat briefing pagi.

e PT Permata Hijau Khatulistiwa belum memiliki serikat pekerja.
Perusahaan memiliki kebijakan terkait kebebasan berserikat yang
tertuang dalam Kebijakan Ketenagakerjaan Dan Sumber Daya Manusia
tanggal 23 Oktober 2023 poin 6 bahwa perusahaan memberikan
kebebasan berserikat, perlindungan hak untuk berorganisasi,
melakukan perundingan bersama demi terciptanya hubungan industrial
yang harmonis sesuai dengan SK Direksi nomor 07/DIR/PHK/IX/2023

e PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit
yang telah disahkan sesuai dengan SK Kepala Dinas Transmigrasi dan
Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur nomor B-
500.15.13.2/1920/DISTRANSNAKER-HIJ/VIII/2023 tentang Pendaftaran
Lembaga Kerjasama Biaprtit tanggal 4 Agustus 2023 dan karena ada
perubahan pengurus dan didaftarkan kembali ke Disnakertrans Kab.
Kutai Timur dengan SK Nomor : B-
500.15.13.2/3/23/DISTRANSNAKER-HIJ tentang Pendaftaran Lembaga
Kerjasama Biaprtit tanggal 15 Desember 2025

e PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki dokumen keanggotaan
organisasi pengusaha (APHI) sesuai dengan sertifikat keanggotaan
dengan nomor member 572

o PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki mekanisme penyelesaian
keluh kesah yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan periode 2022-
2024 Bab XI Pasal 49 tentang Prosedur Penyampaian dan Penanganan
Keluh Kesah

e PBPH PT PHK memiliki dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan tahun
2024, yang disampaikan kepada instansi terkait (bukti tanda terima
pada tanggal 22 Mei 2025) dan Tahun 2025 disampaikan kepada
instansi terkait (bukti tanda terima pada tanggal 5 November 2025)

e Terdapat contoh SPK karyawan PT PHK an. Servasius Ngodu, Radi
(PKWT) dan Susanto, Genta Cahya W. (PKWTT), telah sesuai dengan
peraturan yang berlaku

e PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki peraturan perundang-undangan
ketengakerjaan yang tertuang dalam Undang Undang Republik
Indonesia nomor 11 tahun 2020 tetang Cipta Kerja dimana di dalamnya
memuat bab IV terkait ketenagakerjaan (UU no 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, UU no 40 Tahun 2004 tentang system jaminan sosial
nasional, UU no 24 Tahun 2011 tentang penyelenggara jaminan sosial,
UU no 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.
Selain itu Tersedia Undang-Undang Rl Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tanggal 30 Desember 2022.

Hasil wawancara dengan wakil karyawan PT PHK (an. DAR dan ANW),
diperoleh informasi bahwa PT PHK memiliki dokumen sarana hubungan
industrial yang legal & lengkap, serta telah diimplementasikannya.
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PBPH PT PHK memiliki dokumen terkait sarana hubungan industrial yang
legal, akan tetapi telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang disepakati.

Verifier 4.5.2

Implementasi kebijakan standar jenjang karier.

Bobot

1

NILAI

BAIK

Uraian Singkat
Justifikasi

PBPH PT PHK memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir tertuang
dalam :

1) Peraturan Perusahaan (PP) PT PHK Periode Tahun 2025 - 2027, Bab |I
Pasal 10 tentang Promosi dan Prosedur terkait jenjang karir

2) Prosedur Promosi (012-PHK-HRD-SOP) tanggal 1 Desember 2016

3) SOP Pengembangan Karir (028-PHK-HRD-SOP) tanggal 1 Desember
2016

Rincian implementasi jenjang karir PT PHK periode tahun 2021 - 2025

No. | Tahun Rencana Realisasi Keterangan
(orang) (orang)

1 2021 13 13
2 2022 18 18
3 2023 30 30
4
S

Promosi
dilengkapi
sesuai dengan
mekanisme
yang ada

2024 15 15
2025 13 13
Jumlah 89 89
Prosentase 100 %

Hasil telaahan terhadap dokumen jenjang karir yang ada, PBPH PT Permata
Hijau Khatulistiwa telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang
dituangkan dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan SOP terkait Jenjang
Karir, dan telah diimplementasikan seluruhnya (100 %).

Verifier 4.5.3

Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier

Bobot

2

NILAI

BAIK

Uraian Singkat
Justifikasi

PBPH PT PHK memiliki mekanisme terkait Pengembangan kompetensi SDM

untuk mendukung jenjang karier yang dituangkan dalam Peraturan

Perusahaan (PP) PT PHK Periode Tahun 2025 - 2027, Bab IX Pasal 42

tentang Pendidikan & Pelatihan Kerja dan SOP Pelatihan dan

Pengembangan Tenaga Kerja

PBPH PT PHK memiliki rencana dan realisasi pengembangan kompetensi

SDM untuk mendukung jenjang karir karyawan melalui pelatihan, sebagai

berikut :

1. Tahun 2021, rencana 90 orang dan realisasi 92 orang, atau
mencapai 102 %

2. Tahun 2022, rencana 41 orang dan realisasi 43 orang, atau
mencapai 105 %
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3. Tahun 2023, rencana 280 orang dan realisasi 298 orang, atau
mencapai 106 %

4. Tahun 2024, rencana 326 orang dan realisasi 351 orang, atau
mencapai 108 %

5. Tahun 2025, rencana 273 orang dan realisasi 282 orang, atau
mencapai 103 %

Dan realisasi jenis pelatihan mencapai 100 %.
PBPH PT PHK memiliki mekanisme pengembangan kompetensi SDM untuk
pemenuhan kompetensi pada jenjang karir atau kebutuhan promosi, dan
terealisasi rata-rata sebesar 104,8 % dan jenis pelatihan yang
direncanakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan (100 %).
d. | Verifier4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan
Bobot 2
NILAI BAIK
Uraian Singkat Kebijakan PT PHK terhadap hak-hak kesejahteraan karyawan dan
Justifikasi implementasinya meliputi :

a) Peraturan perusahaan PT PHK periode 2025 - 2027, Bab V-VIII Pasal
27 -39

b) SK Gubernur Kalimantan Timur nomor : 100.3.3.1/K.558/2024 tanggal
18 Desember 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2025, sebesar Rp 3.743.820.

c) Contoh Slip Gaji karyawan terendah an. DW dan EA gaji yang diterima
karyawan dan tunjangan lainnya diatas UMK Kab. Kutai Timur yang
berlaku, serta pembayaran lancar setiap akhir bulan.

d) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Desember 2025
sebesar Rp. 52.696.253,- dan bulan Januari 2026 sebesar Rp.
59.898.137, contoh kartu BPJS Ketenagakerjaan an. Ervina Fitriani
dan Deva Abiyana Ramadhan

e) Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan bulan Januari 2026 sebesar Rp.
25.204.921,- dan bulan Februari 2026 sebesar Rp.28.427.022,-.contoh
kartu BPJS Kesehatan an. Ervina Fitriani dan Deva Abiyana
Ramadhan.

f)  Kondisi Fasilitas kesejahteraan di PT PHK Estate Mahakam, secara
umum cukup memadai, kondisi kantor, mess karyawan, kantin dan
fasilitas lainnya cukup layak dan memadai, terkait fasilitas
kesehatan tersedia Klinik Perusahaan dilengkapi 1 (satu) orang dokter
dan 2 (dua) orang Paramedis dan apabila perlu rujukan dirujuk di
Puskesmas yang ada Kecamatan Batu Ampar atau ke
Sangatta/Samarinda.

Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. DAR dan ANW) dan bagian HRD PT PHK

diperoleh informasi bahwa, PT PHK memiliki kebijakan terkait : pengupahan, kepesertaan

BPJS dan fasilitas karyawan lainnya dan telah diterapkan sesuai standar yang berlaku.

Nilai Kinerja (18/18)x 100% =100,00% =BAIK
Indikator 4.5

Berdasarkan Nilai Kinerja Indikator pada masing-masing aspek, maka TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR yang
dicapai = 52 dari nilai maksimal yang dapat dicapai = 63 atau sebesar 82,54% dengan perhitungan sebagai berikut :
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1.1 Baik 3 3
1.2 Sedang 2 3
1. PRASYARAT 1.3 Baik 3 3
1.4 Baik 3 3
1.5 Sedang 2 3
2.1 Sedang 2 3
2.2 Sedang 2 3
2.3 Sedang 2 3
2. PRODUKSI :
24 Baik 3 3
25 Baik 3 3
2.6 Baik 3 3
3.1 Baik 3 3
3.2 Baik 3 3
3. EKOLOGI 3.3 Sedang 2 3
34 Sedang 2 3
3.5 Sedang 2 3
4.1 Baik 3 3
4.2 Sedang 2 3
4. SOSIAL 4.3 Sedang 2 3
4.4 Sedang 2 3
45 Baik 3 3
Jumlah 52 63
Total Nilai Kinerja Indikator PHL 52/63 x 100% = 82,54%
BAIK

4.2 HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU :

1. | PRINSIP 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak
Pengelolaan
a. | Verifier1.1.1.a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.

Nilai

Memenuhi

Uraian singkat
justifikasi

PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki dokumen legal terkait pemberian
PBPH berupa SK PBPH sebagai berikut :

- Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.631/Menhut-11/2010 tanggal 11
November 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT Buana Inti
Energi atas Areal Hutan Produksi Seluas + 26.345 (Dua Puluh Enam
Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima) Hektar di Kabupaten Kutai Timur,
Provinsi Kalimantan Timur. SK berlaku untuk jangka waktu 60 Tahun dan
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terdapat lampiran SK berupa ketentuan mengenai pelaksanaan dan Peta
Areal Kerja Skala 1:100.000

- SKIUPHHK-HTI untuk perubahan nama perusahaan sesuai dengan
Surat Keputusan Kepala BKPM No. 1/1/IUPHHK-PB/PMDH/2016 tanggal
21 Juni 2016 yang mengubah sepanjang menyangkut nama dan badan
hukum perusahaan pemegang IUPHHK-HTI semula PT Buana Inti Energi
menjadi PT Permata Hijau Khatulistiwa.

- SK PBPH sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No. 562/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3
September 2021 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan
Nomor SK.631/Menhut-11/2010 tanggal 11 November 2010. Pada
Addendum ini mengubah keputusan sebelumnya beserta lampiran dan
peta lampirannya sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan
kayu hutan tanaman, dan hal lain dinyatakan tetap berlaku.

Hasil overlay areal PT Permata Hijau Khatulistiwa dengan Peta kawasan

Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Timur Skala 1:250.000

(Lampiran Surat Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-11/2014 tanggal 29

Agustus 2014) Peta Penafsiran Citra Landsat 7+ ETM Band 542 Path/Row

116/060 Liputan tanggal 19 Maret 2023 diketahui bahwa kondisi areal PT

Permata Hijau Khatulistiwa berada pada kawasan hutan produksi seluas

24.488,64 Ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 213,57 Ha serta

Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 238,18 Ha.

Tersedia dokumen legal terkait akte pendirian perusahaan atas nama PT

Permata Hijau Khatulistiwa lengkap, sebagai berikut :

1) Akta Pendirian No. 98 Tanggal 18 Februari 2010 oleh Notaris Robert
Purba, SH dan Pengesahan Menteri Kehakiman RI No. AHU-
12864.AH.01.01. Tahun 2010, tanggal 12 Maret 2010.

2 Akta Perubahan Terakhir dengan Akte No. 29 tanggal 19 Oktober 2023,
oleh Notaris Notaris Esther Pascalia Ery Jovina S.H, M.Kn.

3) Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120000941871 atas nama PT
Permata Hijau Khatulistiwa tanggal 17 September 2018 dan Perubahan
Ke-3 tanggal 7 September 2022 dengan KBLI No. 02111.

4 NPWP No. 02.991.961.0-011-000 terdaftar 23 April 2010

b. | Verifier 1.1.1.b | : | Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan
(N/A jika tidak ada)
Nilai . | Memenuhi
Uraian singkat | : | Terdapat data dan informasi yang terbaru tentang penggunaan kawasan
justifikasi yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan pada PBPH PT

Pemata Hijau Khatulistiwa yang dapat diverifikasi yaitu terdapat penggunaan
kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH berupa Persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan (PPKH) pertambangan batubara PT Kaltim Nusantara Coal
untuk jalan koridor angkutan batubara. SK PPKH berdasarkan KepmenLHK
No. 921 Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024 dengan luas penggunaan di areal
PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa seluas 99,33 Ha.

PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan monitoring dan deliniasi

pada lokasi areal PPKH yang akan dijadikan jalan untuk angkutan batubara
yang melintasi arealnya
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PRINSIP 2

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

o

Verifier 2.1.1.a

Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH)
dengan lampiran- lampirannya.

Nilai

Memenuhi

Uraian singkat
justifikasi

Tersedia dokumen RKUPH PBPH Periode Tahun 2022-2031 atas nama PT
Permata Hijau Khatulistiwa dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK. Nomor:
SK.4815/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2021 tanggal 21 Juli 2021. SK
Pengesahan RKUPH ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dr. Ir. Agus
Justianto, M.Sc / NIP 19630807 198803 1 001) pada tanggal 21 Juli 2021.
SK RKUPH Periode Tahun 2022 - 2031 berlaku sejak tanggal ditetapkan
tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2031.

Pada tahun 2024 terdapat perubahan dokumen RKUPH periode 2022-2031
yang mengacu kepada RKUPH Multi Usaha Kehutanan dan telah disahkan
sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 800
Tahun 2024 tanggal 12 Februari 2024. SK ditandatangani oleh PIt. Dirjen
PHL atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Agus Justianto
NIP 19630807 198803 1 001 tanggal 12 Februari 2024.

Terdapat lampiran RKUPH berupa Peta RKUPH Periode 2022-2031 PT
Permata Hijau Khatulistiwa skala 1:50.000 yang dibuat oleh GANISPH
Canhut dan ditandatangani oleh Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa dan
Direktur Usaha Hutan Produksi Ir. Istanto, M.Sc. NIP 19621119 199003 1
001.

Penataan Areal Kerja RKUPH Revisi Tahun 2022-2031 PT Permata Hijau

Khatulistiwa meliputi:

a. Kawasan lindung yang terdiri KPPN, KPSL, Sempadan Sungai,
Bufferzone Taman Nasional dan kegiatan penyerapan karbon seluas
2.973,85 Ha atau sebesar 11,92 %.

b. Areal Budidaya seluas 21.728,37 Ha atau sebesar 87,12 %.

c. Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 238,20 Ha atau sebesar 0,96 %.

Verifier 2.1.2.a

Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :

e Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan
IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di
bidang kehutanan

e Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan
disahkan oleh pejabat yang berwenang.

e Petarencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

Nilai

Memenuhi

Uraian singkat
justifikasi

Dokumen RKUPH Periode Tahun 2022-2031
Tersedia dokumen RKUPH PBPH Periode Tahun 2022-2031 atas nama PT
Permata Hijau Khatulistiwa dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK. Nomor:
SK.4815/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2021 tanggal 21 Juli 2021 berlaku
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sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31
Desember 2031.
Pada tahun 2024 terdapat perubahan dokumen RKUPH periode 2022-2031
mengacu kepada RKUPH Multi Usaha Kehutanan yang telah disahkan
sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 800
Tahun 2024 tanggal 12 Februari 2024.
Dokumen RKTPH
1) RKTPH Tahun 2025
RKTPH Tahun 2025 PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa telah diterbitkan
dan disahkan sesuai dengan keputusan Direktur PBPH PT Permata Hijau
Khatulistiwa No. SK-01/PHK/RKTPH/0101/2025 tanggal 29 Desember 2024.
RKTPH Tahun 2025 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025. SK ditandatangani di Kabupaten Kutai Timur
oleh Direktur PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa; Junaidi Bangun.
Terdapat Peta Lampiran Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan
(RKTPH) Tahun 2025 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT
Permata Hijau Khatulistiwa (d/h. PT Buana Inti Energi) skala 1:50.000. Peta
dibuat oleh Ganis PH Perencanaan Hutan; Wilhelmus Suli Noreg.
01220004916 dan diketahui oleh Direktur PBPH PT Permata Hijau
Khatulistiwa; Junaidi Bangun.
Pada RKT 2025 direncanakan kegiatan pemanenan kayu sebagai berikut :
a. Pemanenan Hutan Tanaman (THPB) Murni seluas 3.351,09 Ha dengan
volume sebanyak 237,972,66 M dengan rincian:

= Akasia mangium Luas 73,43 Ha Volume 4.216,10 M?

= Ekaliptus Luas 3.277,66 Ha Volume 233.756,56 M?
b. Pemanenan Hutan Tanaman (THPB) CO

» Ekaliptus Luas 278,80 Ha Volume 16.595,00 M?
2) RKTPH Tahun 2026
RKTPH Tahun 2026 PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa telah diterbitkan
dan disahkan sesuai dengan keputusan Direktur PBPH PT Permata Hijau
Khatulistiwa No. SK-01/PHK/RKTPH/0101/2026 tanggal 1 Januari 2026.
RKTPH Tahun 2026 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026. SK ditandatangani di Kabupaten Kutai Timur
oleh Direktur PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa; Bambang Sukoco Teguh
Yuliarso.
Terdapat Peta Lampiran Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan
(RKTPH) Tahun 2026 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT
Permata Hijau Khatulistiwa (d/h. PT Buana Inti Energi) skala 1:50.000. Peta
dibuat oleh Ganis PH Perencanaan Hutan; Hamza Shafwa Noreg.
01230002488 dan diketahui oleh Direktur PBPH PT Permata Hijau
Khatulistiwa; Bambang Sukoco Teguh Yuliarso.
Pada RKT 2026 direncanakan kegiatan pemanenan kayu sebagai berikut :
a. Pemanenan Hutan Tanaman (THPB) Mumi seluas 702,09 Ha dengan

volume sebanyak 60.584,00 M?, dengan rincian:

= Akasia mangium Luas 41,82 Ha Volume 1.928,00 M*

= Ekaliptus Luas 660,27 Ha Volume 58.656,00 M*

Halaman 56 dari 70




I 4
O Vv
W YKAN

“LPVi0171ON F1-02.15 Rev.1

Truw

b. Pemanenan Hutan Tanaman (THPB) CO seluas 1.291,24 Ha dengan
volume sebanyak 95.735,00 M, dengan rincian:

= Acacia Luas 10,33 Ha Volume 1.173,00 M?
= Ekaliptus Luas 1.280,91 Ha Volume 94.562,00 M?
Penugasan GanisPH CANHUT

Dokumen RKTPH tahun 2025 dan RKTPH tahun 2026 dilampiri peta
lampiran yang dibuat oleh GANISPH CANHUT dengan penugasan dan
penempatan sebagai berikut :

1) Wilhelmus Suli Register No. 01220004916 dengan Persetujuan
Penugasan dari Kepala BPHL Wilayah XI Samarinda No. 111223129
dan SK Penempatan No. 117878791101 berlaku sampai dengan tanggal
31 Juli 2027 dan telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai GANISPH
Canhut No. 02404 3143 0000339 2022 (RKTPH 2025)

2) Hamza Shafwa Register No. 01230002488 dengan Persetujuan
Penugasan dari Kepala BPHL Wilayah XIII Samarinda No. 131225059
tanggal 24 Desember 2025 dan SK Penempatan No. 131505624267
tanggal 24 Desember 2025 berlaku sampai dengan tanggal 19 Januari
2028 dan telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai GANISPH Canhut
No. 02404 3143 6 0000692 2023 (RKTPH 2026).

c. | Verifier2.2.1.a | : | Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya
Nilai . | Memenuhi
Uraian singkat | : | Kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) pada PBPH
justifikasi PT PHK berupa Pre Harvest Inventory (PHI) dengan Intensitas sampling 5 %
pada seluruh petak tanam dengan metode sistematik sampling with random
start.

Verifikasi terhadap kegiatan PHI yang telah dilakukan pada periode audit
Resertifikasi PHL PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa yaitu:
a) Kegiatan PHI pada areal RKTPH Tahun 2025:

1. Kegiatan PHI telah dilakukan dengan intensitas sampling 5% pada
areal seluas 3.629.9 Ha dengan jumlah petak ukur 258 plot dengan
hasil Volume 254.568 m3.

2. Rekapitulasi perhitungan volume untuk seluruh areal/kompartemen
pada areal RKTPH Tahun 2025 dibuat di Mawai Indah tanggal 20
Desember 2024 oleh GanisPH Perencanaan Hutan; Wilhelminus Suli
Noreg.01220004916 dan mengetahui Direktur PBPH PT Permata
Hijau Khatulistiwa; Junaidi Bangun.

3. Terdapat Peta kerja pelaksanaan PHI pada setiap plot dan petak.

b) Kegiatan PHI pada areal RKTPH Tahun 2026:

1. Kegiatan PHI telah dilakukan dengan intensitas sampling 5% pada
areal Blok B, C, E, F, G dan H seluas 1.993,33 Ha dengan jumlah
petak ukur 179 plot dengan Volume 156.319 m3.

2. Rekapitulasi perhitungan volume untuk seluruh areal/kompartemen
pada areal RKTPH Tahun 2026 dibuat oleh GanisPH Perencanaan
Hutan; Hamza Shafwa Noreg.01230002488 dan mengetahui Direktur
PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa; Bambang Sukoco Teguh
Yuliarso.

3. Terdapat Peta kerja pelaksanaan PHI pada setiap plot dan petak.
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Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan pada plot sampel PHI dapat
dipastkan bahwa kegiatan timber cruising pada PBPH PT Permata Hijau
Khatulistiwa telah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
Terdapat kesesuaian letak, lokasi dan kesesuaian data pengukuran pohon di
lapangan.

Plot lokasi PHI di kompartemen E-013 Blok RKTPH 2026, pada Nomor Plot
PHI C-003 Koordinat N: 000 36’ 15,79” dan E: 1160 56’ 51,82” dijumpai
terdapat Plot PHI yang telah diukur dan dicatat sesuai dokumen laporan
pada tanggal 27 Desember 2025 dan terdapat patok PHI terbuat dari pipa
paralon dengan informasi Umur Tanaman, Nomor Plot, Tanggal dan
Koordinat Lokasi.

d. | Verifier2.2.1.b | : | Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup
areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti
implementasinya di lapangan.

Nilai . | Memenuhi
Uraian singkat | : | Bahwa PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menetapkan kawasan
justifikasi yang tidak boleh ditebang dan telah digambarkan dalam Peta Lampiran

RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026 PBPH PT Permata Hijau

Khatulistiwa dengan skala 1: 50.000. Peta memuat areal untuk budidaya

tanaman serta areal tidak boleh ditebang yang ditetapkan sebagai kawasan

lindung yaitu antara lain KPPN, DPSL, Sempadan Sungai maupun areal

Buffer Zone.

Terdapat SK Penetapan Kawasan Lindung pada PBPH PT Permata Hijau

Khatulistiwa yang telah ditetapkan oleh Direktur Nomor:

002/DIR/PHK/II2026 tanggal 6 Maret 2026. Sesuai SK ditetapkan Kawasan

Lindung pada PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa seluas 2.973,85 Ha atau

11,92 % dari total luas areal 26.345 Ha.

Berdasarkan hasil telaah peta lampiran RKTPH tahun 2025 dan peta RKTPH

Tahun 2026 skala 1:50.000, di dalamnya memuat penandaan areal yang

tidak boleh ditebang berupa areal kawasan lindung yaitu Sempadan Sungai,

areal KPPN dan areal KPSL.

Uji petik pengamatan penandaan areal yang tidak boleh ditebang pada

RKTPH 2025 dan RKTPH 2026 diketahui terdapat kesesuaian letak dan

lokasi kawasan dilindungi dan terdapat penandaan di peta dan di lapangan

berupa plang kawasan lindung, patok batas dan penandaan jalur batas

dengan jenis dan lokasi koordinat sebagai berikut :

1) Lokasi KPSL yang berbatasan dengan Blok RKT 2025, berada pada
koordinat N: 00" 39’ 12,90” dan E: 117" 02’ 08,60”;

2) Lokasi KPPN yang berbatasan dengan Blok RKT 2025, berada pada
koordinat N: 00° 37’ 44,00” dan E: 117° 02’ 34,50".

3) Lokasi Sempadan Sungai Telaga Blok RKTPH Tahun 2026 di Km. 26,
berada pada koordinat N: 00° 35’ 58,00” dan E: 116° 56’ 08,40".

e. | Verifier2.2.1.c | : | Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan
implementasinya di lapangan.

Nilai : | Memenuhi
Uraian singkat | : | PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan Penandaan lokasi
justifikasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti
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keberadaan implementasinya di lapangan dalam lampiran peta penanaman

dan pemanenan RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026 dengan skala

1:50.000.

Verifikasi lapangan dengan bantuan aplikasi Avenza Map menggunakan HP

Android, mendapatkan bahwa dapat dipastikan adanya kesesuain

penandaan batas blok maupun batas petak pada areal RKTPH 2025

maupun pada areal RKTPH 2026.

Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas dan patok

batas di lapangan pada batas blok dan petak RKTPH 2024 maupun RKTPH

2025 yang sesuai di lapangan antara lain:

1. Plang RKTPH Tahun 2025 terletak pada koordinat N: 00° 40’ 02,48”
dan E: 116° 59 27,38". .

2. Batas Kompartemen A-053 dan A-453 areal RKTPH 2025 pada
koordinat N: 00" 40’ 15,12” dan E: 116" 59’ 34,77",

3. Batas Kompartemen A-036 areal RKTPH 2025 pada koordinat N: 00°
39'08,91” dan E: 116 59’ 09,21";

4. Batas Kompartemen E-019 areal RKTPH 2025 pada koordinat N: 00°
36’ 46,71” dan E: 116° 56’ 52,80";

5. Plang Blok RKTPH Tahun 2026 terletak pada koordinat N: 00° 36’
46,80" dan E: 116° 56’ 44,60".

6. Batas Kompartemen E-021 areal RKTPH 2026 pada koordinat N: 00°
36’ 47,26” dan E: 116° 56’ 44,15";

7. Batas Kompartemen E-020 dan E-018 areal RKTPH 2026 pada
koordinat N: 00° 36’ 46,25” dan E: 116° 56’ 52,73”

f. Verifier 2.2.1.d | : | Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada
areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya
tanaman.

Nilai . | Tidak Diterapkan (N/A)
Uraian singkat | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan
justifikasi alam dalam rangka penyiapan lahan untuk pembangunan HTI, kegiatan

penanaman HTI dilakukan pada areal harvesting hasil pemanenan kayu dan
pada tahun 2025 maupun pada areal RKTPH Tahun 2026

3. | PRINSIP 3 : | Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

a. | Verifier 3.1.1.a | : | Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang
Nilai : | Memenuhi
Uraian singkat | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan penatausahaan kayu secara
justifikasi online menggunakan SIPUHH Online dan berstatus AKTIF. Terdapat sarana

dan prasarana untuk penatausahaan kayu yang diperlukan baik itu
perangkat keras maupun sumberdaya manusianya. Terdapat Operator
SIPUHH atas nama Deddy Hariyadi Saputera berdasarkan Surat Keputusan
Direktur PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa Nomor: SK-
05/PHK/0101/2026 tanggal 1 Januari dan Operator SIPNBP atas nama
Muhammad Fadhil Akbar berdasarkan Surat Keputusan Direktur PBPH PT
Permata Hijau Khatulistiwa Nomor: SK-06/PHK/0101/2026 tanggal 1 Januari
2026.
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Untuk menunjang tatalaksana kegiatan PUHH, PBPH PT Permata Hijau
Khatulistiwa telah menetapkan simpul simpul penatausahaan hasil hutan
kayu yaitu:

- Penetapan Lokasi TPK Hutan berdasarkan SK Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa

No. SK-02/PHK/0101/2026 tanggal 1 Januari 2026 berada pada koordinat N: 00" 32’
08,47" dan E: 116° 49" 13,68";

- Penetapan lokasi TPK Antara Batu Balai berdasarkan SK Direktur PT Permata Hijau
Khatulistiwa No. SK-03/PHK/0101/2026 tanggal 1 Januari 2026 yang terletak pada
koordinat N: 00° 31’ 29,37” dan E: 116" 46’ 36,59” dengan luas * 4,7 Ha.

Selama periode audit Resertifikasi PHL (Februari 2025 s/d Februari 2026),

PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menerbitkan Buku Ukur yang

seterusnya telah diterbitkan LHP. Buku Ukur telah terupload di SIPUHH

mencakup berupa hasil pemanenan kayu HTI pada RKTPH Tahun 2025 dan

RKTPH Tahun 2026 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 316 set buku

ukur untuk sejumlah 255.996,26 SM setara 171.361,168 m3.

Buku ukur telah dibuat di TPn/TPK Hutan oleh penanggungjawab P2LHP
atas nama Dedy Syahputera Rangkuti dengan Nomor Register SIGANISHUT
23230019950, atas nama Ibnu Sopian dengan Nomor Register SIGANISHUT
23230020312, atas nama Erwin Wahyu Indra dengan Nomor Register
SIGANISHUT 23230019288.

Selanjutnya atas buku ukur yang terupload pada SIPUHH menjadi dasar
penerbitan LHP. Pada periode audit (Januari 2025 s.d Februari 2026),
PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menerbitkan LHP dan telah
terupload di SIPUHH sebanyak 49 set LHP untuk sejumlah 255.996,26 SM
setara 171.361,168 m3 yang meliputi :

No. Periode Penerbitan LHP Jumlah LHP SM Volume (M3)
1. | RKTPH 2025 (Jan. s/d Des. 2025) | 41 setLHP 242.004,35 161.986,58
2. | RKTPH 2026 (Jan. s/d Feb. 2026) 8 set LHP 13.991,91 9.374,58
Jumlah : 49 set LHP 255.995,41 171.360,59
Tenaga teknis GanisPH PKB pada PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa :

No. Nama No. Register Jabatan Lokasi

1 Sunawan 23220005302 | P2SKSHH Kayu | TPK Antara Batu Balai
2 M. Fadhil Akbar 23260021521 P2 LHP TPK Hutan PHK 2026
3 Erwin Wahyu Indra 23230019288 P2 LHP TPK Hutan PHK 2026
4. | Ebenheiser Saputra 23260024643 P3KB TPK Antara Batu Balai
5 Deddy Haryadi Saputra | 23260024642 | P2SKSHH Kayu | TPK Hutan PHK 2026
6. | Andre Hartono Purba 23260024644 | P2SKSHH Kayu | TPK Hutan PHK 2026

PT PHK telah mengunggah peta polygon geolokasi pada SIPASHUT untuk
RKT 2025 dan RKT 2026 sesuai dengan ketentuan

b. Verifier 3.1.2.a

Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi
dokumen angkutan yang sah

Nilai Memenubhi
Uraian singkat PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menerbitkan Dokumen SKSHHK.
justifikasi Dokumen SKSHHK telah diterbitkan untuk pengangkutan kayu log dari dari

TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri.
‘ No. ‘ Pengangkutan kayu ‘ SKSHHK Kayu Hutan Tanaman ‘
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1. | Dari TPK Hutan ke TPK Antara

a. RKTPH 2025 (Jan. s/d Des.2025) 4.281 204.960,69 137.121,84

b. RKTPH 2026 (Jan. s/d Feb. 2026) 350 16.854,36 11.292,42
2. | Dari TPK Antara Batu Balai ke Industri

a. RKTPH 2025 (Jan. s/d Des.2025) 43 231.001,88 154.411,23

b. RKTPH 2026 (Jan. s/d Feb. 2026) 5 32.818,37 21.988,31
3. Dlari TPK Antara Batu Balai ke TPKA

Tj. Krs

a. RKTPH 2025 (Jan. s/d Des.2025) 44 43.730,84 29.299,66

PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menetapkan simpul simpul
penatausahaan hasil hutan kayu yang terdiri TPK Hutan (No. SK-
02/PHK/0101/2026 tanggal 1 Januari 2026) pada koordinat N: 00° 32’ 08,47”
dan E: 116° 49’ 13,68” dan TPK Antara Batu Balai (No. SK-
03/PHK/0101/2026 tanggal 1 Januari 2026) pada koordinat N: 00° 31’ 29,37”
dan E: 116° 46’ 36,59".

Bahwa PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan
penatausahaan kayu secara online menggunakan SIPUHH Online dan
berstatus Aktif dengan Operator SIPUHH atas nama Deddy Hariyadi
Saputera (SK-05/PHK/0101/2026 tanggal 1 Januari 2026) dan Operator
SIPNBP atas nama Muhammad Fadhil Akbar (SK-06/PHK/0101/2026
tanggal 1 Januari 2026).

Selanjutnya dilakukan uji petik terhadap dokumen angkutan (SKSHHK) yang
diterbitkan dengan dokumen jual beli/ invoice penjualan kayu ke industri PT
Balikpapan Chip Lestari dan kepada PT Phoenix Resources International
selama periode audit dan terdapat kesesuaian antara volume SKSHHK
dengan volume penjualannya.

Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat periode audit untuk lokasi
TPK Hutan, TPK Antara Batu Balai, TPK Antara Senyiur dan TPK Antara
Tanjung Karas, dengan rincian stok sebagai berikut :

a) TPK Hutan
No Uraian Volume Keterangan
SM M3
A | Stok Awal (Jan.2025) 53.897,59 32.731,96
B Penambahan
1 | LHP Tahun 2025 242.004,35 161.986,58 | Jan-Des 2025
2 | LHP Tahun 2026 13.991,06 9.374,01 | Jan-Feb 2026
Jumlah Penambahan 255.995,41 171.360,59
C | Pengurangan
1 | SKSHHK ke TPK Ant. Batu Balai
a. Tahun 2025 188.443,88 126.072,33 | Jan-Des 2025
b. Tahun 2026 16.854,36 11.292,42 | Jan-Feb 2026
2 | SKSHHK ke TPK Ant. Tj. Karas -
a. Tahun 2025 16.516,81 11.049,51 | Jan-Des 2025
b. Tahun 2026 Jan-Feb 2026
3 | DKDS/ Rusak/ Afkir dll - -
Jumlah Pengurangan 221.815,05 148.414,26
D | Stok Akhir TPK Hutan 88.077,95 55.678,29
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b) TPK Antara Batu Balai
. Volume
No Uraian M w3 Keterangan
A | Stok Awal (Jan.2025) 98.288,58 64.300,88
B Penambahan
1 | SKSHHK TPK Htn Tahun 2025 188.443,88 126.072,33 | Jan-Des 2025
2 | SKSHHK TPK Htn Tahun 2026 16.854,36 11.292,42 | Jan-Feb 2026
Jumlah Penambahan 205.298,24 137.364,75

C Pengurangan
1 SKSHHK ke TPK Ant. Tj. Karas

a. Tahun 2025 43.730,84 29.299,66 | Jan-Des 2025
b. Tahun 2026 - - | Jan-Feb 2026
2 SKSHHK ke Industri
a. Tahun 2025 166.119,85 110.940,27 | Jan-Des 2025
b. Tahun 2026 26.267,42 17.599,17 | Jan-Feb 2026
3 DKDS/ Rusak/ Afkir dll - -
Jumlah Pengurangan 236.118,11 157.839,10
D Stok Akhir TPK Antara Batu Balai 67.468,72 43.826,53

c) TPK Antara Tanjung Karas

. Volume
No Uraian T w Keterangan
Stok Awal (Jan.2025) 25.952,15 17.387,94
B Penambahan
1 | SKSHHK TPK Htn Tahun 2025 16.516,81 11.049,51 | Jan-Des 2025
2 | SKSHHK TPK Htn Tahun 2026 0,00 0,00 | Jan-Feb 2026
3 | SKSHHK TPK A/BB Tahun 2025 43.730,84 29.299,66 | Jan-Des 2025
4 | SKSHHK TPK A/BB Tahun 2026 0,00 0,00 | Jan-Feb 2026
Jumlah Penambahan 60.247,64 40.349,17
C | Pengurangan
1 | SKSHHK ke Industri
a. Tahun 2025 64.882,03 43.470,96 | Jan-Des 2025
b. Tahun 2026 6.550,96 4.389,14 | Jan-Feb 2026
3 | DKDS/ Rusak/ Afkir dIl - -
Jumlah Pengurangan 71.432,99 47.860,10
D | Stok Akhir TPK Hutan 14.766,81 9.877,01

Uji petik kesesuaian fisik kayu dan buku ukur LHP dilakukan terhadap
sampel di TPn Blok areal RKTPH 2026 pada kompartemen E023, E041 dan
E021 sebanyak 20 staking. Hasil uji petik mendapatkan tidak terdapat
perbedaan hasil antara dokumen dengan pengukuran terhadap jenis dan
jumlah staking. Perbedaan terjadi terhadap hasil pengukuran volume
dengan besar tingkat perbedaan yang masih dapat diterima dengan hasil uji

petik :
- Nomor kayu . Sesuai
- Jenis Kayu : Sesuai
- Perbedaan volume : Volume LHP 1.158,23 m3, pengukuran uji petik
1.144,61 m3
Selisih pengukuran 13,62 M?* atau 1,18 %
Uji petik dapat diterima dengan nilai kurang dari
10%
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c. | Verifier 3.1.3.a | : | Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau
hak pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.

Nilai . | Memenuhi

Uraian singkat | : | Tanda PUHH di lapangan dibuat pada tumpukan yang tertera pada label
justifikasi kuning dan menempel pada tumpukan kayu yang diukur di TPn dengan
informasi antara lain Nama Perusahaan, No. LHP, RKT, Jenis Kayu, No.
Tumpukan, Tanggal Pengukuran, Panjang (m), Lebar (m), Tinggi (m),
Volume Staple Meter, Volume (M3), Kontraktor, Kode Sertifikasi.
Penandaan label pada tumpukan dijadikan acuan untuk

mengadministrasikan pada dokumen buku ukur dan pembuatan LHP serta
pengangkutan kayu untuk mengetahui asal usul kayu sebelum diangkut

d. | Verifier3.2.1.a | : | Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar

lunas.
Nilai . | Memenuhi
Uraian singkat | : | Pada pelaksanaan audit Resertifikasi S-PHL pada PBPH PT Permata Hijau
justifikasi Khatulistiwa dapat diverifikasi bahwa SPP PSDH telah diterbitkan sesuai

dengan LHP baik dari kelompok jenis, volume dan tarif telah sesuai dengan
peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban PSDH diterbitkan melalui
sistem S| PNBP sesuai ketentuan.

Dapat diverifikasi bahwa Kode Billing PSDH dari kayu budidaya hutan
tanaman telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan yaitu LHP pada RKTPH
Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026. Kode Billing DR dan PSDH diterbitkan
melalui S| PNBP sesuai ketentuan, dengan total PSDH yaitu sebagai

berikut :
No. Periode Penerbitan LHP Jumlah LHP PSDH
1. | RKTPH 2025 (Januari s/d Desember 2025) 41 set LHP 1.360.687.272,00
2. | RKTPH 2026 (Januari s/d Februari 2026) 8 set LHP 154.671.165,00
Jumlah : 1.515.358.437,00

Seluruh tagihan PNBP PSDH atas hasil pemanenan kayu HTI periode audit
telah dibayar lunas oleh pihak perusahaan sesuai dengan Bukti Penerimaan
Negara (BPN) PSDH yang diterbitkan dari SIPNBP.

Pemeriksaan pada SIPUHH dan S| PNBP PT Permata Hijau Khatulistiwa,
diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai

kewajiban dengan status “lunas” sampai pada saat audit dilaksanakan dan
tidak terdapat tunggakan PNBP

e. | Verifier 3.3.1 . | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk
sertifikasi awal)

Nilai : | Memenuhi
Uraian singkat | : | PT Permata Hijau Khatulistiwva sebelumnya telah memiliki Sertifikat
justifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan Nomor 041.SPHL.017 dan

Perjanjian Sub Lisensi penggunaan tanda Sistem Verifikasi Legalitas dan
Kelestarian (SVLK) yang dikeluarkan oleh LPVI PT Trustindo Prima Karya
sesuai dengan Surat Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK Nomor : 32/SL-
SVLK/017/PHK/6.2023 tanggal 27 Juni 2023. Diverifikasi Sertifikat PHL PT
Permata Hijau Khatulistiwa Revisi 2 per tanggal 10 Maret 2023 dengan
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Predikat BAIK dan masa berlaku dari tanggal 30 Maret 2020 s.d. 29 Maret
2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda SVLK Indonesia
dengan Nomor: Sustainable/Legal PHL-64-01-0021 yang terbubuh pada
dokumen SKSHHK, yang merupakan dokumen pengangkutan kayu dari
TPn/ TPK Hutan sampai dengan tujuan ke industri.

Pembubuhan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 8
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
SK.9895/MenLHP-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan
Kelestarian; Pedoman Penggunaan Tanda SVLK

4. | PRINSIP 4 : | Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan
penebangan
a. | Verifier4.1.1 . | Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya
Nilai . | Memenuhi
Uraian singkat | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki Dokumen AMDAL yang
justifikasi lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan sebagai berikut :

1) Dokumen ANDAL/RKL-RPL yang dimiliki oleh PT Permata Hijau Khatulistiwa
masih menggunakan nama perusahaan lama yaitu bernama PT Buana Inti
Energi. Perubahan Nama Pemegang IUPHHK-HTI dari PT Buana Inti Energi
menjadi PT Permata Hijau Khatulistiwa sesuai dengan SK Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal No. 1/1/IUPHHK-PB/PMDH/2016 tanggal 21
Juni 2016.

2) Terdapat SK Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD)
Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1623/LINGK/BPPMD-PTSP/VI11/2016
tanggal 29 Agustus 2016 tentang Perubahan Izin Lingkungan Atas Dokumen
AMDAL Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
Industri (IUPHHK-HTI) Luas Areal + 26.345 Ha PT Buana Inti Energi Kepada
PT Permata Hijau Khatulistiwa dan Penambahan Pengelolaan dan
Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan. SK tersebut ditandatangani An.
Gubernur Kalimantan Timur Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan Timur oleh H.
Diddy Rusdiansyah A.D, SE, MM/ NIP. 19640627 199003 1 006.

3) Dokumen ANDAL PT PHK (d/h PT BIE) telah mendapatkan pengesahan
berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.34/2010
tanggal 20 Januari 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan
RPL Bidang Kehutanan untuk Rencana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan ljin
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) oleh
PT Buana Inti Energi dengan Luas Cadangan * 25.465 Ha

b. | Verifier4.1.2.a | : | Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya

Nilai : | Memenuhi

Uraian singkat | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki Dokumen RKL dan RPL yang
justifikasi lengkap untuk seluruh areal kerja yang telah disusun mengaju pada

Dokumen ANDAL sebagai berikut :

1)  Bahwa Pemegang izin IUPHHK-HTI dalam hal ini atas nama PT Permata Hijau
Khatulistiwa (d/h PT Buana Inti Energi) telah memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan
Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) lengkap
dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan Gubernur
Kalimantan Timur No. 660.1/K.34/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Kelayakan
Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Bidang Kehutanan untuk Rencana Jenis
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Usaha dan/atau Kegiatan ljin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri
(IUPHHK-HTI) oleh PT Buana Inti Energi dengan Luas Cadangan + 25.465 Ha.

2 Dalam Dokumen RKL dan RPL PT Permata Hijau Khatulistiwa (d/h PT Buana
Inti Energi) disebutkan bahwa lokasi PT PHK terletak di Kelompok Hutan S.
Telen - S. Sangata, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, tetapi
berdasarkan surat Rekomendasi Gubernur Kalimatan Timur No.
522.21/10056/EK tanggal 28 Oktober 2009, areal yang direkomendasikan
seluas + 46.712 Ha. Selanjutnya, berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No.
S.481/Menhut-V1/2009 tanggal 23 Juni 2009 perihal Perintah Pemenuhan
Kewajiban SP-1 [lUPHHK-HT, luas areal yang disetujui adalah + 25.465 Ha.
Berdasarkan hal tersbut, maka kajian selanjutnya mengacu pada luasan +
25.465 Ha.

C. Verifier 4.1.2.b

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek
fisik- kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait
sesuai dengan matrik

Nilai Memenuhi
Uraian singkat Terdapat dokumen Matrik Dampak Penting yang menjadi bagian dari
justifikasi dokumen RKL dan RPL pada PT Permata Hijau Khatulistiwa.

PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melaksanakan kegiatan pengelolaan
dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang
tertuang dalam Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
rutin setiap 6 bulan sekali dan selama periode audit Resertifikasi PHL
laporan yang tersedia sebagai berikut :

1. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester | tahun 2025;

2. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester Il tahun 2025.
Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester | dan
Il tahun 2025 telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL). Terdapat bukti Tanda
Terima Elektronik (TTE) dari Sistem Informasi Pelaporan Elektronik
Lingkungan Hidup (SIMPEL) untuk penyampaian laporan RKL dan RPL
dengan rincian sebagai berikut:

1)  Bukti Tanda Terima Elektronik (TTE) untuk penyampaian Laporan
Pelaksanaan RKL dan RPL Semester | Tahun 2025 dengan uraian : ID
TTE 1751873177-5058, Periode TTE : 01-01-2025 s/d 30-06-2025
dan Waktu Cetak TTE : 07-07-2025
2) Bukti Tanda Terima Elektronik (TTE) untuk penyampaian Laporan
Pelaksanaan RKL dan RPL Semester | Tahun 2025 dengan uraian ID
TTE : 1767056150-5058, Periode TTE : 01-07-2025 s/d 31-12-2025
dan Waktu Cetak TTE : 30-12-2025
Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan
pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang
dijumpai di lapangan yaitu berupa :
a. Kegiatan pengeloaan berupa penandaan batas pada Kawasan lindung
KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai;
b. Kegiatan pengelolaan berupa pengayaan di kawasan lindung
sempadan sungai dan KPPN;
c. Pemasangan plang himbauan/ larangan di kawasan lindung KPPN,
KPSL, Sempadan Sungai;
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d. Pemantauan curah hujan dengan menggunakan Ombrometer yang
terpasang di Camp 26 Barak Pekerja, Basecamp Km 16 dan area
Nursery.;

e. Pemantauan suhu dan kelembaban udara dengan alat Hygrometer
yang terpasang Camp 16

f. Pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) Sungai dengan model lepas
pasang.

g. Pengujian sample kualitas air pada Inlet, outlet sungai terdampak;

h. Pemantauan laju erosi dengan metode stik erosi.

i. Peningkatan dampak positif ke masyarakat sekitar hutan selama
rentang waktu audit yaitu berupa program CD dan CSR Perusahaan
kepada masyarakat desa terdampak.

5. | PRINSIP 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

a. | Verifier5.1.1.a Pedoman/prosedur K3
Nilai Memenuhi
Uraian singkat Bahwa PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa telah Menyusun dokumen
justifikasi identifikasi bahaya, resiko dan Tindakan pencegahan, penanganan K3

berupa Tabel |dentifikasi Bahaya, Penilaian Resiko dan Pengendalian
Resiko K3 (IBPR). Identifikasi bahaya dan Resiko meliputi aktifitas pekerjaan
Nursery, Penyiapan Lahan, Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman,
Pemanenan serta Pemuatan Hasil Panen.

Selanjutnya PT Permata Hijau Khatulistiwa telah Menyusun dan memiliki
SOP yang lengkap berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) di antaranya adalah :

1)  Dokumen SOP: Identifikasi dan Evaluasi Hukum, Peraturan-Peraturan
Perundang-undangan serta Persyaratan lainnya dengan Dokumen ID Nomor :
001-PHK-HSE-SOP yang terbit tanggal 01 Desember 2016 dengan Revisi ke-
1 tanggal 1 Desember 2024;

2) Dokumen SOP: Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan
Lingkungan (P2K3L) dengan Dokumen ID Nomor : 002-PHK-HSE-SOP yang
terbit tanggal 01 Desember 2016 dengan Revisi ke-1 tanggal 10 Januari 2025;

3) Dokumen SOP: Pemantauan dan Pengukuran Keselamatan Kerja dan
Kesehatan Kerja dan Lingkungan dengan Dokumen ID Nomor : 003-PHK-
EHS-SOP yang terbit tanggal 01 Desember 2016 dengan Revisi ke-1 tanggal
2 Desember 2021;

4)  Dokumen SOP: Pedoman Pengecekkan APAR & Hydrant dengan Dokumen
ID Nomor : 006-PHK-EHS-SOP yang terbit tanggal 01 Desember 2016;

PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki personil yang bertanggung
jawab dalam implementasi K3 di lapangan dengan dibentuknya Panitia
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). P2K3 telah disahkan
oleh kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan
Timur sesuai Surat No. KEP.500.15.18.5/666/DTKT.Srk-111/2025 tanggal 2
Desember 2025 dengan susunan sebagai berikut :

No. Jabatan Nama
Ketua . | Bambang Sukoco
.| Sekretaris . | Agmi Bagus Kartiko
3. | Anggota :| a. Ombram R.J. Pardosi
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b. Badi Anjani
c. Herry Pranata
d. Roni Hartono
e. M. Syaifuddin Zuhri

b. | Verifier5.1.1.b | : | Ketersediaan peralatan K3

Nilai : | Memenuhi
Uraian singkat | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki daftar list peralatan Keselamatan
justifikasi dan Kesehatan Kerja (K3) yang dicantumkan dalam laporan Triwulan P2K3

dan diampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Timur setiap triwulan.

Daftar peralatan K3 PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa terdiri atas :
1. Perlengkapan Personil yang terdiri atas 11 item,;

2. Data dan Komunikasi yang terdiri atas 5 item;

3. Logistik yang terdiri atas 19 item, serta

4. Peralatan pendukung yang terdiri atas 2 item.

Berdasarkan pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3

yang dimiliki oleh PT Permata Hijau Khatulistiwa, yaitu berupa :

a) Peralatan Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat disetiap bangunan antara lain
kantor, Mess karyawan, Dapur, Gudang bahan bakar, Gudang spare part dan
sebagainnya.

b) Tersedia APD berupa Helm, Masker, Sarung tangan, Sepatu safety. Hasil pengamatan
lapangan dapat dilihat bahwa karyawan telah menggunakan APD tersebut pada saat
bekerja walaupun tidak seluruhnya menggunakan dengan baik.

c) Kotak P3K tersedia dibeberapa titik dengan peralatan P3K yang memadai sesuai
personil yang ada di lapangan.

d) Pemasangan rambu rambu keselamatan dibeberapa titik rawan kecelaakaan.

e) Terdapat jalur evakuasi yang dipasang di kantor jika terdapat keadaan darurat.

f)  Pemasangan rambu rambu lalu lintas di sepanjang jalan produksi dan koridor. Karena
menggunakan sistem lalulintas jalan umum, maka rambu lalu lintas sesuai dengan
ketentuan berlalulintas di jalan umum.

c. | Verifier 5.1.1.c | : | Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
Nilai : | Memenuhi
Uraian singkat | : | PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menyusun dan melaporkan
justifikasi kejadian kecelakaan kerja dengan membuat laporan triwulan P2K3 periode

tahun 2025 yang disusun dan dilaporkan secara triwulan. Laporan P2K3
telah disampaikan kepada instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai bukti tanda terima yang
disampaikan.
Terdapat bukti tanda terima penyampaian laporan P2K3 yang terdiri :
a.  Bukti serah terima dokumen/laporan Triwulan | P2K3 periode Januari -
Maret 2025 tertanggal 10 April 2025 dengan bukti tanda terima berupa
paraf atas nama Nur Hidayat, S pada tanggal 10 April 2025 serta .
b.  Bukti serah terima dokumen/laporan Triwulan || P2K3 periode April -
Juni 2025 tertanggal 21 Juli 2025 dengan bukti tanda terima berupa
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paraf atas nama Nur Hidayat, S pada tanggal 10 April 2025 jam 15:20
wita.

c.  Bukti serah terima dokumen/laporan Triwulan Ill P2K3 periode Juli -
September 2025 tertanggal 24 Oktober 2025 dengan bukti tanda
terima berupa paraf atas nama Nur Hidayat, S pada tanggal 24
Oktober 2025.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan
kerja di lingkungan kerja PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa antara lain:

- Melakukan inspeksi Standar K3 kepada seluruh bagian terkait kesiapan bekerja dan
penerapan K3 pada setiap bidang pekerjaannya.

- Melakukan Induksi K3 kepada setiap tamu dan pendatang termasuk kepada pekerja
di lapangan PT Permata Hijau Khatulistiwa

- Melaksanakan Breefing K3 sebelum melakukan pekerjaan

- Pengunaan APD, dan Inspeksi Tools/ Alat, Inspeksi sanitasi kantin

- Pemberian / pembagian peralatan K3 seperti helm, sarung tangan, masker dan APD
lainnya kepada pekerja di lapangan.

- Pemasangan rambu-rambu Jalan.

- Pemberiaan Training P3K untuk karyawan.

- Pemasangan rambu rambu bahaya pada titik titik rawan, misalnya rambu jalan.

d. Verifier 5.2.1

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan
untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Nilai Memenuhi
Uraian singkat Pada periode audit Resertifikasi PHL diketahui bahwa di lingkungan
justifikasi karyawan PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa masih belum terbentuk/ tidak

terdapat serikat pekerja, namun perusahaan telah memberikan kebebasan
untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan. Dalam hal ini telah
dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Direksi PT Permata Hijau
Khatulistiwa, Nomor: 01/HR/PHK/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 tentang
Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja. Pada dokumen
tersebut dituliskan bahwa Perusahaan memberikan kebebasan kepada
karyawan untuk membentuk dan atau mendirikan serta menjadi anggota
Serikat Pekerja Perusahaan sebagai sarana terciptanya Hubungan Industrial
yang harmonis antara Pengusaha dan Pekerja dalam melaksanakan masing
masing hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diamanahkan Undang-
Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PBPH PT
Permata Hijau Khatulistiwa diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui
tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam
kebijakan ketenagakerjaan tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan
yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan
mereka.

e. Verifier 5.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Nilai Memenuhi
Uraian singkat Bahwa dilingkungan kerja karyawan PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa
justifikasi tidak terdapat organisasi serikat pekerja yang dibentuk, denngan demikian

maka tidak terdapat dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
dikarenakan bahwa dilingkungan kerja PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa
tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk. Oleh karena itu selanjutnya
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sebagai pengganti, PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki
dokumen Peraturan Perusahaan (PP).

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan, dapat dipastikan tidak terdapat
Serikat Pekerja didalam lingkungan karyawan PBPH PT Permata Hijau
Khatulistiwa. Selanjutnya sebagai pengganti sarana yang menjembatani
hubungan kerja karyawan dengan perusahaan, maka diperlukan adanya
Peraturan Perusahaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada saat pelaksanaan audit Resertifikasi PHL PBPH PT Permata Hijau
Khatulistiwa telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2025 -
2027. Dokumen Peraturan Perusahaan PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa
Periode 2025 - 2027 terdiri atas XIV Bab dengan 61 pasal.

Dokumen Peraturan Perusahaan PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa
Periode 2025 — 2027 telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Keputusan
No. 500.15.12.1/3258/B.PHI & JAMSOSTEK/2025 tanggal 30 Juni 2025
tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Permata Hijau Khatulistiwa
Tahun 2025 - 2027. SK berlaku mulai tanggal 30 Juni 2025 s/d 29 Juni
2027. SK ditetapkan di Samarinda pada tanggal 30 Juni 2025 dan ditanda
tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Timur; H. Rozani Erawadi, SH. MSi.. NIP. 19710124 199703 1
007

f. Verifier 5.2.3

Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.

Nilai Memenuhi
Uraian singkat Terdapat daftar karyawan yang bekerja di lingkungan PBPH PT Permata
justifikasi Hijau Khatulistiwa periode Bulan Maret 2026 dengan jumlah karyawan

sebanyak 119 (serratus Sembilan belas) orang yang terdiri atas karyawan laki
laki sebanyak 113 orang dan karyawan perempuan sebanyak 6 orang.
Terdapat daftar karyawan kontraktor dengan jumlah kontraktor sebanyak 16
kontraktor dengan total karyawan sebanyak 260 Karyawan yang terdiri atas
karyawan Departemen Plantation sebanyak 156 karyawan, Departemen
Wood Supply sebanyak 71 karyawan, Departemen SSL 8 orang serta
departemen CS/PA-GA sebanyak 25 orang karyawan.

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap laporan Data Karyawan PBPH PT
Permata Hijau Khatulistiwa periode bulan Maret 2026 dan wawancara
dengan beberapa karyawan, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat satu
orang pun karyawan di lingkungan kerja PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa
yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Karyawan termuda pada PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa atas nama
Deva Abinaya Ramadhan yang lahir di Padang tanggal 12 Oktober 2005
dengan nomor KTP 1371091210050012 dan mulai bergabung dengan PBPH
PT Permata Hijau Khatulistiwa pertanggal 23 Juli 2023 sebagai Man-Plan.
Selanjutnya pada saat pelaksanaan audit Resertifikasi PHL ini yang
bersangkutan telah berusia 20 tahun 5 bulan.

Terdapat dokumen copy KTP yang bersangkutan yang dapat diverifikasi.

Berdasarkan nilai verifier yang diberikan pada masing-masing PRINSIP Legalitas Hasil Hutan, yaitu tidak terdapat
verifier yang diberikan nilai “Tidak Memenuhi”, maka hasil VLHH Kayu pada PT Permata Hijau Khatulistiwa, dinilai

MEMENUHI Standar VLHH.
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KESIMPULAN

PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa dinilai LULUS audit Resertifikasi PHL dengan :
- Total Nilai Kinerja PHL mencapai 82,54%; dan

- MEMENUHI Standar VLHH Kayu,

atau LULUS dengan predikat BAIK

6. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Tanggal : 27 Maret 2026
Hasil Pengambilan Keputusan :

1) PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa dinilai LULUS audit Resertifikasi dengan :
- Total Nilai Kinerja PHL mencapai 82,54%; dan
- MEMENUHI Standar VLHH Kayu
2) Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Permata Hijau Khatulistiwa diperpanjang masa

berlakunya untuk 6 (enam) tahun berikutnya.

iaman’nda, 2 April 2026
PVI PT Trustindo Prima Karya,

A2
Ir Kurnia, [PU
Direktur
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